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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
 
a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 

hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf  i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).  

b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf  c, huruf  d, huruf  f, dan/atau huruf  h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf  a, huruf  b, huruf  e, dan/atau huruf  g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Kata Pengantar 
 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. 

atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku 

“Pemberdayaan Zakat Produktif  Berbasis Kewirausahaan Islami” 

ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga 

senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, 

sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran 

beliau hingga akhir zaman. Buku ini disusun sebagai salah satu 

upaya untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus 

panduan praktis mengenai pengembangan kewirausahaan Islami 

yang berlandaskan pada pemanfaatan zakat produktif  sebagai 

instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Perkembangan ekonomi 

syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar, 

terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat 

melalui kegiatan kewirausahaan. Namun demikian, masih terdapat 

berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya 

literasi kewirausahaan, serta belum optimalnya pemanfaatan 

instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat. Oleh karena itu, 

pendekatan kewirausahaan Islami berbasis zakat produktif  

menjadi salah satu solusi strategis untuk mendorong 

pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga tidak hanya menjadi 

penerima bantuan, tetapi mampu berkembang menjadi pelaku 

usaha yang mandiri dan produktif. 

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif  mengenai konsep kewirausahaan Islami, prinsip-

prinsip bisnis yang sesuai dengan syariah, serta praktik 

pemanfaatan zakat produktif  dalam mendukung kegiatan usaha 

masyarakat. Selain itu, buku ini juga memuat berbagai contoh 

praktik, analisis, serta refleksi yang diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi zakat, maupun 

masyarakat umum yang tertarik mengembangkan kewirausahaan 

berbasis nilai-nilai Islam.
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Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 

kewirausahaan Islami dan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, 

serta menjadi kontribusi kecil dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan umat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, 

bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. 

Semoga segala kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang 

berlipat ganda dari Allah SWT. 

 
 
 
 
Surabaya, Maret 2026 
  
 
 
 
 
Penyusun
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 
 
 

Latar Belakang Kewirausahaan Islami dan Zakat 
Produktif 
Kewirausahaan Islami merupakan alat penting dalam pem-
bangunan ekonomi umat Muslim karena pelaksanaannya tidak 
hanya mencari keuntungan uang saja, tetapi juga dijalani dengan 
prinsip-prisip syariah seperti keadilan, amanah, dan kebaikan bagi 
umat. Pendekatan ini memadukan kegiatan usaha dengan nilai-
nilai Islam sehingga kewirausahaan berfungsi sebagai ibadah dan 
kegiatan ekonomi produktif  sekaligus sosial (Purwitasri & 
Mutafarida, 2024). Dalam praktiknya, pengembangan 
kewirausahaan Islami tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan 
akses permodalan dan dukungan kelembagaan yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Kelompok masyarakat miskin dan rentan 
seringkali memiliki potensi usaha, namun terhambat oleh 
keterbatasan modal, keterampilan manajerial, serta akses 
terhadap lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, diperlukan 
alat ekonomi Islam yang tidak hanya digunakan sebagai sarana 
ibadah, tetapi juga bisa mendorong aktivitas produktif  dan 
pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks 
inilah zakat menjadi instrumen strategis yang dapat 
diintegrasikan dengan kewirausahaan Islami untuk menjembatani 
kesenjangan antara potensi usaha dan keterbatasan sumber daya 
ekonomi masyarakat bawah (Mukhlis dkk., 2025). Dalam Islam, 
zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki fungsi 
strategis sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi 
kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebagaimana diuraikan 
dalam literatur, zakat produktif  berbeda dari zakat konsumtif  
karena dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat menghasilkan 
atau meningkatkan kapasitas ekonomi penerima (Ashari dkk., 
2023; Bahagia dkk., 2024). 
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Zakat produktif  dirancang untuk menjadi modal usaha yang 
memberikan dampak jangka panjang, bukan sekadar bantuan 
sesaat. Dana zakat ini dapat digunakan sebagai modal awal 
usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis, yang 
memungkinkan mustahik atau penerima zakat tidak hanya 
menerima bantuan tetapi juga memperkuat kapasitas ekonominya 
sendiri. Agar zakat produktif  benar-benar memberikan dampak 
jangka panjang, penyalurannya harus disertai dengan desain 
program yang terencana dan berorientasi pada penguatan 
kapasitas usaha mustahik. Beberapa studi menegaskan bahwa 
efektivitas zakat produktif  tidak hanya ditentukan oleh besaran 
modal yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, 
pelatihan ke-wirausahaan, serta monitoring usaha secara 
berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, zakat produktif  berisiko 
kembali menjadi bantuan konsumtif  terselubung yang tidak 
mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena 
itu, integrasi antara zakat produktif  dan pendekatan 
kewirausahaan menjadi prasyarat penting untuk memastikan 
bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menghasilkan 
perubahan ekonomi yang terukur dan berkelanjutan 
(Herianingrum dkk., 2024). Implementasi zakat produktif  telah 
menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan 
pendapatan mustahik secara nyata. Kajian empiris di berbagai 
daerah di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan pendapatan 
dan kemandirian ekonomi penerima zakat setelah mengikuti 
program zakat produktif, terutama bila diikuti dengan 
pendampingan dan pelatihan keterampilan usaha (Purwitasri dkk., 
2024; Nurwahidin dkk., 2025). Lebih jauh, program zakat 
produktif  yang dilaksanakan dengan penekanan pada 
kewirausahaan Islami telah memperkuat peran zakat sebagai alat 
empowerment ekonomi dalam kerangka maqashid syariah. 
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan 
materi penerima zakat, tetapi juga pada pembentukan mindset 
produktif  dan kompetensi usaha yang sesuai dengan etika Islam 
(Santoso dkk., 2024). 

Penerapan zakat produktif  dalam kerangka kewirausahaan 
Islami menuntut adanya peran aktif  lembaga pengelola zakat 
sebagai agent of  change dalam pemberdayaan ekonomi umat. 
Lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, 
tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan usaha melalui 
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perencanaan program, pendampingan intensif, serta penguatan 
kapasitas manajerial mustahik. Beberapa kajian menegaskan 
bahwa keberhasilan program zakat produktif  sangat dipengaruhi 
oleh kualitas tata kelola lembaga, profesionalisme amil, dan 
kemampuan lembaga dalam membangun ekosistem usaha yang 
mendukung pertumbuhan kewirausahaan mustahik secara 
berkelanjutan (Asif  & Nisar, 2023). Dalam praktiknya, beberapa 
lembaga zakat di Indonesia, seperti BAZNAS dan LAZISMU, sudah 
mulai menerapkan zakat produktif  dengan strategi kewirausahaan 
sosial. Pendekatan ini mencakup pembentukan usaha mikro, 
pelatihan manajemen usaha, serta pengembangan strategi 
pemasaran bagi mustahik sehingga mereka bisa bertahan dan 
berkembang secara ekonomi (Mundzir dkk., 2024).   

Selain itu, model pemberdayaan ekonomi yang berbasis 
zakat produktif  telah terbukti efektif  dalam mengatasi kemiskinan 
lokal, terutama ketika ada sinergi antara modal usaha dan 
pelatihan intensif. Kajian di beberapa wilayah menunjukkan bahwa 
pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif  
berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan usaha kecil dan 
UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal 
(Adiwijaya & Amilahaq, 2023). Meskipun berbagai kajian 
menunjukkan bahwa zakat produktif  mampu mendorong 
pertumbuhan usaha mustahik dan UMKM, efektivitas program 
tersebut sangat bergantung pada desain dan mekanisme 
implementasinya. Keberhasilan pemberdaya-an ekonomi tidak 
hanya ditentukan oleh pemberian modal usaha, tetapi juga oleh 
kesiapan sumber daya manusia penerima zakat dalam mengelola 
usaha secara berkelanjutan. Beberapa studi menegaskan bahwa 
tanpa pendampingan yang terstruktur dan peningkatan literasi 
kewirausahaan, potensi zakat produktif  dalam mengentaskan 
kemiskinan tidak akan tercapai secara optimal 

Namun demikian, keberhasilan implementasi zakat 
produktif  tidak lepas dari tantangan. Beberapa studi menemukan 
bahwa keterbatasan dalam manajemen usaha, akses pasar, dan 
intensitas pendampingan masih menjadi kendala yang perlu 
diatasi oleh lembaga zakat agar program ini dapat berjalan lebih 
efektif  dan berkelanjutan (Jaya & Muksit, 2024). Berbagai 
tantangan yang dihadapi dalam implementasi zakat produktif  
menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi mustahik 
memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif  dan kolaboratif. 
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Penguatan akses pasar, peningkatan kualitas pendampingan, 
serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi daerah 
menjadi faktor kunci dalam memperluas dampak zakat produktif. 
Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, zakat produktif  
tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan individu 
mustahik, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan struktur 
ekonomi lokal secara berkelanjutan (Diana & Normasyhuri, 2025).  

Di samping itu, pemberdayaan ekonomi melalui zakat 
produktif  juga dapat memperkuat sistem ekonomi lokal secara 
lebih luas, karena usaha yang tumbuh mampu menciptakan 
peluang kerja baru dan mendorong sirkulasi ekonomi di 
komunitas setempat. Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif, 
bila dikelola dengan baik, dapat menjadi bagian dari solusi 
pembangunan ekonomi yang inklusif  (Syarifuddin & Trimulato, 
2024). Penguatan ekonomi lokal melalui zakat produktif  juga 
sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam yang 
menekankan keadilan distributif  dan keberlanjutan sosial. Ketika 
usaha mustahik berkembang dan mampu menciptakan lapangan 
kerja, maka efek pengganda (multiplier effect) akan dirasakan oleh 
masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat 
produktif  tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, tetapi 
juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif  
yang mendorong kemandirian dan daya saing umat secara kolektif  
(Maharati, 2024). Dengan demikian, zakat produktif  yang 
diintegrasikan melalui pendekatan kewirausahaan Islami memiliki 
potensi besar untuk mengurangi ketergantungan mustahik pada 
bantuan konsumtif, meningkatkan kapasitas usaha mereka, serta 
mempercepat tercapainya kemandirian ekonomi umat. Kekuatan 
zakat produktif  terletak pada bagaimana instrumen ini mampu 
mengubah penerima zakat menjadi pelaku ekonomi yang 
produktif  dan berdaya saing tinggi.  

Permasalahan Kemiskinan dan Tantangan Pemberdayaan 
Ekonomi Umat 
Kemiskinan tetap menjadi salah satu isu utama dalam 
pembangunan ekonomi nasional, termasuk Indonesia, karena 
mempengaruhi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, 
pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Meskipun 
berbagai upaya pemerintah dan lembaga sosial telah dijalankan, 
angka kemiskinan masih menunjukkan tantangan yang kompleks 
dan multifaset termasuk keterbatasan modal usaha, akses pasar, 
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serta kemampuan manajerial masyarakat rentan. Dalam perspektif  
ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen strategis yang 
tidak hanya berfungsi sebagai redistribusi kekayaan, tetapi juga 
sebagai sarana pem-berdayaan untuk mengatasi akar 
permasalahan kemiskinan tersebut (Ramadhani dkk., 2023).  

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, zakat 
produktif  telah diposisikan sebagai alat yang potensial untuk 
membantu mustahik (penerima zakat) keluar dari kemiskinan 
struktural. Zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif  
dapat digunakan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, 
dan pendampingan usaha untuk menciptakan peluang ekonomi 
yang berkelanjutan. Misalnya, program zakat produktif  oleh 
lembaga zakat independen di Yogyakarta telah menunjukkan 
bahwa pemberdayaan usaha kecil dan pondok dagang mampu 
meningkatkan pendapatan penerima zakat dan memberikan 
kontribusi positif  pada keberlanjutan usaha mikro yang dikelola 
mustahik (Rahmanto, 2025). 

Namun demikian, tantangan dalam pemberdayaan ekonomi 
umat melalui zakat produktif  masih nyata. Salah satu tantangan 
utama adalah ketidakseimbangan antara pemberian modal 
dengan pendampingan intensif, sehingga penerima zakat sering 
kali kesulitan mencari strategi pemasaran, mengelola usaha secara 
efektif, dan bertahan menghadapi perubahan pasar. Hal ini 
menunjukkan bahwa program zakat produktif  perlu dirancang 
dengan pendekatan yang lebih komprehensif  dan berkelanjutan, 
yang tidak hanya fokus pada distribusi modal, tetapi juga pada 
pengembangan kapasitas penerima zakat sebagai pelaku 
ekonomi produktif  (Efendi, 2025). 

Permasalahan lain yang sering dihadapi adalah 
ketidakmerataan akses terhadap program zakat produktif. 
Pemberdayaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga zakat 
terkadang hanya menjangkau kelompok masyarakat tertentu 
dengan basis lokasi atau jejaring tertentu, sehingga efek 
kesejahteraan ekonomi tidak menyebar secara luas ke komunitas 
yang lebih besar. Ketimpangan ini memperlihatkan perlunya 
strategi distribusi zakat dan pemberdayaan yang inklusif  agar 
manfaat zakat produktif  dapat dirasakan secara setara oleh 
masyarakat rentan di berbagai wilayah (Agustira dkk., 2024). 

Lebih jauh, studi empiris menunjukkan bahwa pem-
berdayaan ekonomi melalui zakat produktif  mampu tidak hanya 
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meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga memperkuat 
ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima zakat. Dalam 
beberapa studi kasus, zakat produktif  telah terbukti membantu 
mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok, mempekerjakan 
anggota keluarga lain, dan mengurangi ketergantungan pada 
bantuan konsumtif  jangka pendek yang pada gilirannya 
berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan lokal (Aeni, 
2025).  

Namun keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran 
penting pengelolaan zakat yang baik, termasuk tata kelola, 
transparansi, serta sinergi antara lembaga zakat, pemerintah 
daerah, dan masyarakat lokal. Fokus pada mekanisme 
pemberdayaan yang partisipatif  dan responsif  terhadap konteks 
lokal sangat menentukan seberapa jauh dampak ekonomi yang 
dihasilkan dapat meningkatkan taraf  hidup mustahik secara 
berkelanjutan (Fatimah dkk., 2025). 

Dengan demikian, implementasi zakat produktif  sebagai 
instrumen pemberdayaan ekonomi umat perlu dikaji secara 
komprehensif, mempertimbangkan strategi peningkatan kapasitas 
usaha mustahik, peningkatan akses pasar, serta kolaborasi 
lembaga zakat dengan pelaku ekonomi lokal. Pendekatan holistik 
seperti ini berpotensi memperkuat kontribusi zakat dalam 
mengurangi kemiskinan dan membuka peluang bagi mustahik 
untuk bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan 
produktif  (Ramadhani dkk., 2023). 

Urgensi Zakat Produktif  dalam Pengembangan 
Kewirausahaan Islami 
Zakat produktif  memiliki peran strategis dalam pengembangan 
kewirausahaan Islami karena instrumen ini secara langsung 
menghubungkan sumber daya keuangan umat dengan kebutuhan 
dasar pelaku usaha yang berasal dari kelompok mustahiq 
(penerima zakat). Zakat produktif  tidak sekadar menjadi bantuan 
sosial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal awal untuk 
memulai atau mengembangkan aktivitas ekonomi yang produktif  
dan memberikan manfaat jangka panjang. Di Indonesia, potensi 
zakat produktif  dalam pemberdayaan ekonomi umat terlihat dari 
bagaimana dana zakat dimanfaatkan untuk mendukung usaha 
kecil dan menengah yang kemudian mampu meningkatkan 
pendapatan mustahiq secara signifikan (Purwitasri & Mutafarida, 
2024).  
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Urgensi zakat produktif  juga terlihat dari tantangan 
struktural yang dihadapi oleh kelompok mustahiq dalam me-
masuki dunia kewirausahaan. Banyak mustahiq memiliki potensi 
inovasi dan energi kewirausahaan, namun terbatasnya akses 
modal usaha dan keterbatasan pendidikan ekonomi membuat 
mereka sulit untuk memulai usaha tanpa dukungan finansial yang 
berkelanjutan. Dalam konteks ini, distribusi zakat produktif  yang 
dirancang secara efektif  dapat menjadi solusi untuk memfasilitasi 
kemampuan ekonomi mustahiq agar tidak tetap bergantung pada 
bantuan konsumtif, tetapi dapat menjadi pelaku usaha yang 
produktif  dan mandiri (Ariyani & Rahmayanti, 2021).  

Selain itu, urgensi zakat produktif  juga didorong oleh 
kebutuhan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal melalui 
penguatan kewirausahaan berbasis syariah. Melalui penyaluran 
zakat produktif  kepada program-program kewirausahaan, 
lembaga zakat tidak hanya mendistribusikan modal, tetapi juga 
menyediakan sarana seperti pelatihan bisnis, pembinaan 
manajemen usaha, bahkan akses jaringan pemasaran yang akan 
meningkatkan potensi keberhasilan usaha mustahiq. Pendekatan 
ini mencerminkan pergeseran dari model distribusi zakat yang 
bersifat konsumtif  menjadi model pemberdayaan ekonomi yang 
memberdayakan para penerima zakat secara menyeluruh (Amaliah 
& Makhrus, 2023).  

Urgensi lainnya terkait dengan peranan zakat produktif  
dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dalam masyarakat. 
Ketika zakat produktif  diintegrasikan dengan program 
kewirausahaan Islami, sumber daya umat dapat termobilisasi 
secara optimal untuk menciptakan peluang usaha baru, membuka 
lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi lokal. Studi 
menunjukkan bahwa sinergi antara zakat produktif, pengalaman 
kewirausahaan, dan dukungan teknologi informasi memiliki efek 
positif  terhadap kinerja usaha mikro dan kecil, sehingga 
mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal (Hidayat & Azka, 
2024). 

Lebih jauh, urgensi penggunaan zakat produktif  dalam 
kewirausahaan Islami memiliki dimensi sosial dan spiritual yang 
kuat. Zakat produktif  tidak hanya memberikan dampak ekonomi, 
tetapi juga memperkuat sense of  purpose bagi penerima zakat 
sebagai bagian dari umat yang berkontribusi pada perekonomian. 
Hal ini juga sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah, yaitu 
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menjaga kemaslahatan hidup umat dan mengurangi 
ketergantungan sosial jangka panjang. Konsep ini mencerminkan 
keberpihakan zakat terhadap peningkatan martabat ekonomi 
umat Muslim secara holistik (Santoso dkk., 2023).  

Urgensi zakat produktif  juga semakin penting mengingat 
dinamika ekonomi kontemporer yang menuntut keterlibatan aktif  
para pelaku usaha kecil dalam rantai nilai ekonomi nasional. 
Pengembangan kewirausahaan berbasis zakat produktif  menjadi 
salah satu jalur yang dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi 
karena melibatkan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak 
memiliki akses permodalan atau jaringan pasar yang luas. Dengan 
demikian, zakat produktif  menjadi instrumen kebijakan ekonomi 
Islam yang relevan untuk masa kini dan masa depan dalam 
membangun komunitas ekonomi yang inklusif  (Rosyid, 2024).  

Urgensi lainnya terletak pada kontribusi zakat produktif  
terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals), khususnya dalam mengentaskan 
kemiskinan, menciptakan pekerjaan layak, serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui penguatan kewirausahaan 
Islami yang berbasis zakat produktif, mustahiq tidak hanya 
menjadi ekonomi mandiri, tetapi juga berperan dalam pencapaian 
target pembangunan nasional yang berkelanjutan.  

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, zakat 
produktif  bukan lagi sekadar instrumen redistribusi kekayaan, 
tetapi telah menjadi bagian penting dari Islamic social finance 
yang menghubungkan nilai-nilai syariah dengan praktik 
pemberdayaan ekonomi (Nugraha dkk., 2024). Urgensi ini 
memerlukan perhatian dari para pemangku kepentingan, 
termasuk lembaga zakat, pemerintah, dan komunitas akademik, 
agar desain program zakat produktif  dapat lebih inovatif, efektif, 
dan berdampak luas dalam pengembangan kewirausahaan Islami 
di Indonesia.  

Tujuan dan Kontribusi Buku Ajar 
Buku ajar Pemberdayaan Zakat Produktif  Berbasis K-
ewirausahaan Islami disusun dengan tujuan utama untuk 
memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai peran 
zakat produktif  sebagai instrumen pengembangan kewirausahaan 
Islami. Buku ini diharapkan mampu menjadi rujukan akademik 
yang menjembatani teori ekonomi Islam dengan praktik 
pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis nilai-nilai syariah. 
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Dalam konteks pendidikan tinggi, buku ajar ini dirancang untuk 
membantu mahasiswa, dosen, dan praktisi memahami bagaimana 
zakat produktif  dapat diintegrasikan secara sistematis dalam 
pengembangan usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan.  

Secara khusus, tujuan buku ajar ini adalah untuk mem-
perkuat literasi kewirausahaan Islami yang tidak hanya 
berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga pada dimensi sosial 
dan spiritual. Kewirausahaan dalam Islam menuntut pelaku usaha 
untuk menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan ekonomi 
dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, 
buku ini menempatkan zakat produktif  sebagai instrumen utama 
dalam membangun model kewirausahaan yang berorientasi pada 
maslahah dan pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan 

Selain itu, buku ajar ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman komprehensif  mengenai mekanisme pengelolaan 
zakat produktif, mulai dari aspek regulasi, tata kelola lembaga 
zakat, hingga strategi implementasi program kewirausahaan. 
Beberapa kajian menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif  
sangat dipengaruhi oleh kualitas desain program, kapasitas 
kelembagaan, dan model pendampingan usaha yang diterapkan. 
Oleh karena itu, buku ini menyajikan berbagai pendekatan praktis 
yang dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga zakat dan 
pelaku kebijakan dalam mengelola program zakat produktif  
secara efektif  (Asif  & Nisar, 2023). 

Kontribusi penting buku ajar ini juga terletak pada 
penyediaan studi kasus empiris dan contoh praktik terbaik (best 
practices) dari implementasi zakat produktif  di Indonesia. Dengan 
mengangkat pengalaman lembaga zakat seperti BAZNAS dan 
LAZ, buku ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan 
dan peluang dalam mengembangkan kewirausahaan Islami 
berbasis zakat produktif. Pendekatan ini diharapkan dapat 
membantu pembaca memahami konteks lapangan secara lebih 
aplikatif, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti 
pada tataran teoritis semata (Ashari dkk., 2023). 

Lebih jauh, buku ajar ini juga berkontribusi dalam 
pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya pada kajian 
Islamic social finance. Integrasi antara zakat produktif  dan 
kewirausahaan Islami merupakan tema yang relatif  berkembang 
dalam literatur akademik, sehingga kehadiran buku ini diharapkan 
dapat memperkaya diskursus ilmiah serta menjadi referensi bagi 
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kajian selanjutnya. Dengan mengaitkan zakat produktif  pada 
kerangka maqashid syariah dan pembangunan ekonomi inklusif, 
buku ini menegaskan relevansi ekonomi Islam dalam menjawab 
tantangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi kontemporer 

Pada akhirnya, buku ajar ini diharapkan tidak hanya menjadi 
bahan pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga menjadi panduan 
praktis bagi lembaga zakat, pendamping usaha, dan pemangku 
kebijakan dalam merancang program pem-berdayaan ekonomi 
umat. Kontribusi buku ini terletak pada upayanya meng-
integrasikan nilai-nilai Islam, prinsip kewirausahaan, dan 
instrumen zakat produktif  dalam satu kerangka yang aplikatif, 
berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian ekonomi umat 
Muslim 

Sistematika dan Metode Pembelajaran 
Buku ajar Pemberdayaan Zakat Produktif  Berbasis 
Kewirausahaan Islami disusun secara sistematis untuk membantu 
pembaca memahami materi secara bertahap, mulai dari konsep 
dasar hingga implementasi praktis di lapangan. Sistematika 
penyusunan buku ini dirancang mengikuti alur pembelajaran yang 
progresif, yaitu dari pemahaman normatif  dan konseptual, menuju 
analisis kebijakan dan praktik kelembagaan, hingga evaluasi 
dampak program zakat produktif. Pendekatan ini sejalan dengan 
prinsip pembelajaran berbasis kompetensi, yang menekankan 
keterkaitan antara pengetahuan teoretis dan keterampilan 
aplikatif. 

Secara struktural, setiap bab dalam buku ini diawali dengan 
tujuan pembelajaran dan peta konsep untuk memberikan 
gambaran menyeluruh mengenai cakupan materi. Selanjutnya, 
materi utama disajikan secara tematik dan terintegrasi dengan 
nilai-nilai kewirausahaan Islami dan prinsip zakat produktif. Pada 
bagian akhir setiap bab, disertakan rangkuman, latihan soal, studi 
kasus, dan tugas proyek mini yang bertujuan untuk memperkuat 
pemahaman konseptual serta melatih kemampuan analisis dan 
pemecahan masalah peserta didik. Model ini sejalan dengan 
pendekatan student-centered learning yang mendorong 
keterlibatan aktif  mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam buku ajar ini 
mengadopsi pendekatan experiential learning, yaitu pembelajaran 
berbasis pengalaman, di mana mahasiswa tidak hanya 
mempelajari teori tetapi juga menganalisis kasus nyata dan 
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mensimulasikan perancangan program zakat produktif. 
Pendekatan ini dinilai efektif  dalam pendidikan kewirausahaan 
karena mampu meningkatkan pemahaman praktis, kreativitas, dan 
kemam puan pengambilan keputusan peserta didik. Beberapa 
studi menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus dan 
proyek memberikan dampak positif  terhadap pengembangan 
kompetensi kewirausahaan dan pemikiran kritis mahasiswa 

Selain itu, buku ajar ini juga mendorong penggunaan 
metode problem-based learning (PBL), di mana mahasiswa diajak 
untuk mengidentifikasi permasalahan riil dalam pengelolaan zakat 
produktif  dan merumuskan solusi berbasis prinsip ekonomi Islam. 
Metode ini relevan untuk me-ngembangkan kemampuan analisis 
kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi dampak sosial 
ekonomi. Dalam konteks pendidikan ekonomi Islam, pendekatan 
PBL terbukti mampu meningkatkan keterkaitan antara teori 
syariah dan praktik kebijakan publik serta pengelolaan lembaga 
zakat 

Dalam rangka memperkuat dimensi karakter dan etika, 
metode pembelajaran dalam buku ini juga mengintegrasikan 
pendekatan reflektif, khususnya melalui pertanyaan reflektif  dan 
diskusi nilai-nilai Islam dalam kewirausahaan. Pendekatan ini 
bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa ke-wirausahaan 
Islami tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga 
integritas moral, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada 
kemaslahatan umat. Pendekatan reflektif  dalam pendidikan Islam 
dinilai penting untuk membentuk sikap dan karakter peserta didik 
secara holistik 

Dengan sistematika dan metode pembelajaran tersebut, 
buku ajar ini diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran 
yang efektif, interaktif, dan kontekstual. Buku ini tidak hanya 
mendukung pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah, tetapi 
juga mendorong mahasiswa untuk memahami dan meng-
internalisasi peran strategis zakat produktif  dalam pe-
ngembangan kewirausahaan Islami. Dengan demikian, buku ini 
diharapkan dapat berkontribusi dalam mencetak lulusan yang 
memiliki kompetensi akademik, keterampilan praktis, serta 
komitmen etis dalam membangun ekonomi umat berbasis nilai-
nilai Islam. 
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Studi Kasus Pengantar 
Studi Kasus: Program Zakat Produktif  untuk Pengembangan 
Usaha Mikro Mustahik  
Sebuah lembaga zakat nasional di Indonesia (misalnya BAZNAS 
atau LAZ) melaksanakan program zakat produktif  dengan tujuan 
meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pe-
ngembangan usaha mikro. Program ini menyalurkan dana zakat 
produktif  kepada 30 mustahik yang memiliki potensi usaha di 
sektor perdagangan kecil, kuliner, dan jasa rumahan. Setiap 
mustahik menerima bantuan modal usaha sebesar Rp3.000.000-
Rp5.000.000 yang disertai dengan pelatihan dasar 
kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, serta 
pendampingan usaha selama enam bulan. Pendampingan 
dilakukan oleh fasilitator yang membantu mustahik dalam 
perencanaan usaha, pencatatan keuangan, dan strategi 
pemasaran sederhana, termasuk pemanfaatan media sosia. 
Setelah enam bulan implementasi, hasil monitoring menunjukkan 
bahwa sekitar 70% peserta mengalami peningkatan omzet usaha, 
60% peserta mampu menambah variasi produk atau layanan, dan 
sebagian kecil peserta mulai menyisihkan pendapatan untuk 
tabungan dan infaq. Namun, program juga menghadapi kendala, 
seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan akses pasar, 
serta konsistensi kehadiran peserta dalam sesi pendampingan 
Studi kasus ini menggambarkan bahwa zakat produktif  memiliki 
potensi besar dalam mendorong kewirausahaan Islami, namun ke-
berhasilannya sangat bergantung pada kualitas pen-dampingan, 
komitmen mustahik, serta dukungan kelembagaan yang 
berkelanjutan. 
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Latihan dan Pertanyaan Reflektif 
1. Jelaskan perbedaan antara zakat konsumtif  dan zakat 

produktif  serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi 
umat 

2. Mengapa kewirausahaan Islami tidak hanya berorientasi pada 
keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan spiritual? 

3. Analisis faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan 
program zakat produktif  dalam mendorong kemandirian 
mustahik 

4. Jelaskan peran pendampingan usaha dalam meningkatkan 
efektivitas program zakat produktif  dan keberlanjutan usaha 
mustahik. 

5. Jika Anda menjadi pengelola lembaga zakat, strategi apa yang 
akan Anda prioritaskan agar zakat produktif  benar-benar 
berdampak pada pengurangan kemiskinan? 

6. Bagaimana Anda memaknai kewirausahaan sebagai bagian 
dari ibadah dan tanggung jawab sosial dalam perspektif  Islam?
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BAB II 
KONSEP DASAR KEWIRAUSAHAAN 

DALAM PERSPEKTIF ISLAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengertian dan Karakteristik Kewirausahaan dalam Islam 
Kewirausahaan dalam perspektif  Islam dipahami sebagai aktivitas 
usaha yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan 
ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai 
syariah dan kemaslahatan sosial. Dalam literatur internasional, 
Islamic entrepreneurship didefinisikan sebagai bentuk 
kewirausahaan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan 
nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial yang 
bersumber dari ajaran Islam. Pendekatan ini menempatkan 
aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk 
mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Alamsyah dkk., 2022).  

Berbeda dengan kewirausahaan konvensional yang 
cenderung menekankan pada maksimalisasi profit dan 
pertumbuhan usaha, kewirausahaan Islami menempatkan dimensi 
moral dan spiritual sebagai landasan utama dalam pengambilan 
keputusan bisnis (Efendi & Elwardah, 2024). Prinsip halal–haram, 
keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan 
maysir menjadi pembeda utaMaYang membentuk karakter khas 
kewirausahaan Islami (Afdhal dkk., 2024). Hal ini menjadikan 
kewirausahaan Islami sebagai sistem yang tidak hanya efisien 
secara ekonomi, tetapi juga etis dan berkeadilan.  

Karakteristik utama kewirausahaan Islami juga tercermin 
dalam orientasi maqashid syariah, yaitu perlindungan dan 
pengembangan agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan 
(nasl), dan harta (mal) (Ismail, 2024). Dalam konteks ini, aktivitas 
kewirausahaan dipandang sebagai instrumen untuk menjaga dan 
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mengembangkan harta secara produktif, sekaligus memastikan 
bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak nilai-nilai sosial dan 
spiritual masyarakat. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa 
pendekatan maqashid syariah mem-berikan kerangka etis yang 
kuat dalam membangun kewirausahaan yang berkelanjutan 
(Anisa, 2025).  

Selain itu, kewirausahaan Islami menekankan pentingnya 
niat (niyyah) yang benar dalam berusaha. Niat untuk mencari 
rezeki yang halal, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta 
berkontribusi pada kesejahteraan umat menjadi motivasi utama 
dalam aktivitas kewirausahaan. Dimensi niat ini menjadikan 
kewirausahaan Islami tidak sekadar sebagai aktivitas ekonomi, 
tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. 
Literatur internasional menegaskan bahwa dimensi spiritual ini 
berkontribusi terhadap etos kerja, kejujuran, dan komitmen jangka 
panjang pelaku usaha Muslim (Raza dkk., 2023). 

Karakteristik lain yang menonjol adalah orientasi pada 
keadilan distributif  dan tanggung jawab sosial. Kewirausahaan 
Islami mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya memikirkan 
kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan 
pekerja, konsumen, dan masyarakat sekitar. Konsep tanggung 
jawab sosial dalam Islam tidak bersifat sukarela semata, melainkan 
merupakan bagian integral dari kewajiban moral dan religius 
pelaku usaha 

Dengan demikian, kewirausahaan Islami dapat dipahami 
sebagai sistem kewirausahaan yang holistik, yang meng-
integrasikan tujuan ekonomi, nilai spiritual, etika bisnis, dan 
tanggung jawab sosial. Model ini relevan dalam menjawab 
tantangan pembangunan ekonomi modern, khususnya dalam 
menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan 
berkelanjutan.  

Landasan Normatif: Al-Qur’an, Hadis, dan Ijtihad Ulama 
Landasan normatif  kewirausahaan dalam Islam bersumber dari Al-
Qur’an, Hadits, serta ijtihad para ulama. Al-Qur’an secara eksplisit 
mendorong umat Islam untuk bekerja, berusaha, dan mencari 
rezeki yang halal sebagai bagian dari ibadah. Firman Allah dalam 
QS. Al-Jumu’ah (62): 10 menegaskan perintah untuk bertebaran 
di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan 
ibadah. Ayat ini sering dijadikan dasar normatif  bahwa aktivitas 
ekonomi dan kewirausahaan merupakan bagian integral dari 
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kehidupan seorang Muslim. Selain Al-Qur’an, Hadits Nabi 
Muhammad SAW juga memberikan banyak teladan dan dorongan 
terkait aktivitas perdagangan dan kewirausahaan. Nabi 
Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang 
jujur dan amanah sebelum masa kenabiannya. Hadits yang 
menyebutkan bahwa “sembilan dari sepuluh pintu rezeki berasal 
dari perdagangan” sering dijadikan rujukan normatif  untuk 
menegaskan pentingnya aktivitas usaha dalam Islam. Literatur 
kontemporer menekankan bahwa teladan Nabi menjadi model 
etika bisnis Islami yang menekankan kejujuran, keadilan, dan 
kepercayaan (trust) dalam transaksi.  

Ijtihad ulama juga memainkan peran penting dalam 
mengembangkan konsep kewirausahaan Islami agar tetap relevan 
dengan konteks ekonomi modern. Melalui ijtihad, para ulama 
mengembangkan berbagai konsep muamalah kontemporer, 
seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudarabah dan 
musyarakah), jual beli berbasis margin (murabahah), serta 
instrumen sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah produktif  
(Ismail dkk., 2021). Instrumen-instrumen ini menjadi fondasi 
penting dalam pengembangan kewirausahaan Islami modern. 
Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, larangan riba, gharar, 
dan maysir dipandang sebagai prinsip normatif  utama yang 
membedakan sistem kewirausahaan Islami dari sistem 
konvensional. Kajian internasional menunjukkan bahwa prinsip-
prinsip ini tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga 
berdampak pada stabilitas ekonomi, pengurangan ketimpangan, 
dan penguatan keadilan distributif  (Kato, 2022).  Lebih jauh, para 
ulama kontemporer menekankan pentingnya integrasi antara 
prinsip normatif  dan realitas praktik bisnis modern. Ijtihad 
menjadi sarana untuk memastikan bahwa prinsip syariah tetap 
dapat diterapkan dalam konteks globalisasi, digitalisasi, dan per-
kembangan ekonomi modern. Hal ini memperkuat relevansi 
kewirausahaan Islami sebagai sistem yang adaptif  namun tetap 
berpegang pada nilai-nilai dasar Islam 

Dengan demikian, landasan normatif  kewirausahaan Islami 
tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga operasional. Al-Qur’an, 
Hadits, dan ijtihad ulama memberikan kerangka komprehensif  
yang membimbing pelaku usaha Muslim dalam menjalankan 
aktivitas kewirausahaan yang halal, etis, dan berorientasi pada 
kemaslahatan umat. 
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Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami (Tauhid, Amanah, 
Keadilan, Ihsan) 
Nilai-nilai kewirausahaan Islami merupakan fondasi etis dan 
spiritual yang membedakan kewirausahaan dalam Islam dari 
pendekatan konvensional. Dalam Islam, aktivitas ke-wirausahaan 
tidak hanya dipahami sebagai proses penciptaan nilai ekonomi, 
tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan 
sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, 
nilai-nilai inti seperti tauhid, amanah, keadilan, dan ihsan menjadi 
prinsip utama yang membimbing perilaku dan pengambilan 
keputusan pelaku usaha Muslim. 

Tauhid sebagai Fondasi Spiritual Kewirausahaan 
Tauhid merupakan nilai dasar dalam seluruh aspek kehidupan 
seorang Muslim, termasuk dalam aktivitas kewirausahaan. Prinsip 
tauhid menegaskan bahwa Allah SWT adalah tujuan utama dan 
pusat orientasi dalam setiap aktivitas usaha. Dengan 
berlandaskan tauhid, kewirausahaan dipandang sebagai bagian 
dari ibadah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini 
mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara halal, 
menjauhi praktik yang dilarang syariah, serta menempatkan 
keberkahan sebagai tujuan utama selain keuntungan 
ekonomi(Mahyarni, Meflinda & Indrayani, 2018).  

Dalam konteks kewirausahaan, tauhid juga membentuk 
sikap tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah melakukan 
ikhtiar secara maksimal. Sikap ini memberikan keseimbangan 
antara usaha rasional dan kesadaran spiritual, sehingga pelaku 
usaha tidak terjebak pada orientasi materialistik semata. Literatur 
internasional menunjukkan bahwa dimensi spiritual berbasis 
tauhid berkontribusi terhadap ketahanan psikologis, etos kerja, 
dan komitmen jangka panjang wirausahawan Muslim (Yasmeen, 
2024).  

Amanah sebagai Prinsip Integritas dan Kepercayaan  
Amanah merupakan nilai utama yang berkaitan dengan integritas, 
kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Dalam 
kewirausahaan Islami, amanah tercermin dalam kejujuran dalam 
transaksi, keterbukaan informasi, serta komitmen untuk memenuhi 
janji dan kewajiban kepada konsumen, mitra usaha, dan pekerja. 
Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang amanah, 
sehingga sifat ini menjadi teladan utama dalam etika bisnis Islami 
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Amanah merupakan faktor kunci dalam membangun 
hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks 
kewirausahaan Islami, amanah tidak hanya memiliki implikasi etis, 
tetapi juga berdampak positif  terhadap reputasi usaha, loyalitas 
pelanggan, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang 
(Sopian, 2025). 

Keadilan sebagai Prinsip Hubungan Ekonomi yang Berimbang 
Keadilan (al-adl) merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang 
harus tercermin dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk 
kewirausahaan. Dalam praktik bisnis, keadilan mencakup 
perlakuan yang adil terhadap konsumen, pekerja, dan mitra usaha, 
serta penetapan harga dan upah yang wajar. Prinsip ini juga 
menuntut pelaku usaha untuk menghindari eksploitasi, penipuan, 
dan praktik bisnis yang merugikan pihak lain 

Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, keadilan 
dipandang sebagai salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam 
yang berorientasi pada pemerataan dan pengurangan 
ketimpangan. Kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 
keadilan dalam kewirausahaan Islami berkontribusi terhadap 
terciptanya hubungan bisnis yang sehat, stabilitas ekonomi, dan 
penguatan kepercayaan sosial (Kato, 2022).  

Ihsan sebagai Orientasi Kualitas dan Kemaslahatan 
Ihsan merupakan nilai yang mendorong pelaku usaha untuk 
melakukan yang terbaik (excellence) dalam setiap aspek bisnis, 
tidak hanya untuk memenuhi standar minimum, tetapi untuk 
memberikan manfaat yang optimal bagi pihak lain. Dalam 
kewirausahaan Islami, ihsan tercermin dalam kualitas produk dan 
layanan, kepedulian terhadap kesejahteraan konsumen dan 
pekerja, serta komitmen untuk memberikan kontribusi positif  bagi 
masyarakat 

Pendekatan ihsan mendorong pelaku usaha untuk 
melampaui orientasi profit semata dan mengintegrasikan dimensi 
sosial dalam strategi bisnis. Literatur internasional menegaskan 
bahwa pendekatan berbasis ihsan dan nilai-nilai etis Islam sejalan 
dengan konsep modern tentang stakeholder theory dan 
responsible entrepreneurship, yang menekankan pentingnya 
tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan  
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Integrasi Nilai dalam Praktik Kewirausahaan Islami 
Keempat nilai tersebut, tauhid, amanah, keadilan, dan ihsan tidak 
berdiri sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam membentuk 
karakter kewirausahaan Islami yang utuh. Tauhid memberikan 
orientasi spiritual, amanah membentuk integritas, keadilan 
memastikan keseimbangan hubungan ekonomi, dan ihsan 
mendorong kualitas serta kepedulian sosial. Integrasi nilai-nilai ini 
menjadikan kewirausahaan Islami sebagai model ke-wirausahaan 
yang tidak hanya kompetitif  secara ekonomi, tetapi juga unggul 
secara moral dan sosial 

Dengan demikian, nilai-nilai kewirausahaan Islami berfungsi 
sebagai pedoman normatif  dan operasional bagi pelaku usaha 
Muslim dalam menghadapi tantangan bisnis modern. Nilai-nilai ini 
memperkuat relevansi kewirausahaan Islami sebagai pendekatan 
yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi, etika 
bisnis, dan pembangunan sosial dalam satu kerangka yang 
berkelanjutan. 

Etika Bisnis dan Prinsip Syariah dalam Kewirausahaan 
Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan 
norMaYang bersumber dari ajaran syariah yang mengatur perilaku 
individu dan institusi dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif  
kewirausahaan Islami, etika bisnis tidak hanya berfungsi sebagai 
pedoman moral, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan 
keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha (Huda dkk., 
2025). Dengan demikian, kewirausahaan dalam Islam tidak 
semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan (profit), 
tetapi juga pada keberkahan (barakah), kemaslahatan, dan 
tanggung jawab sosial.  

Prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan mencakup 
beberapa aspek fundamental. Pertama, kehalalan dan keharaman 
dalam objek dan proses usaha. Seorang wirausahawan Muslim 
wajib memastikan bahwa produk, jasa, serta proses produksi dan 
distribusi tidak bertentangan dengan ketentuan halal-haram 
(Wajdi & Susanti, 2021). Hal ini mencakup larangan terhadap 
usaha yang berkaitan dengan riba, maysir (judi), gharar 
(ketidakjelasan), serta perdagangan barang dan jasa yang 
diharamkan oleh syariah. 
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Kedua, kejujuran (sidq) dan transparansi dalam transaksi. 
Islam menekankan pentingnya keterbukaan informasi, baik terkait 
kualitas, kuantitas, harga, maupun risiko produk atau jasa yang 
ditawarkan. Praktik penipuan (tadlis), manipulasi informasi, serta 
kecurangan dalam timbangan dan takaran merupakan bentuk 
pelanggaran etika bisnis yang dilarang dalam Islam. Kejujuran 
tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga 
menjadi modal sosial yang penting bagi keberlangsungan usaha. 

Ketiga, keadilan (adl) dalam hubungan bisnis. Prinsip 
keadilan menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas 
kewirausahaan baik pemilik usaha, karyawan, mitra, maupun 
konsumen diperlakukan secara adil dan proporsional. Dalam 
konteks ini, kewirausahaan Islami menolak eksploitasi, 
ketimpangan yang tidak wajar, serta praktik-praktik yang 
merugikan salah satu pihak. Pemberian upah yang layak, 
pemenuhan hak-hak pekerja, serta perlakuan yang adil terhadap 
mitra usaha merupakan manifestasi dari prinsip keadilan 

Keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam 
perspektif  Islam, aktivitas bisnis memiliki dimensi sosial yang 
kuat. Wirausahawan tidak hanya bertanggung jawab kepada 
pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. 
Prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk berkontribusi pada 
kesejahteraan sosial, seperti melalui zakat, infak, sedekah, serta 
program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sejalan 
dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, menjaga kelestarian 
lingkungan dipandang sebagai bagian dari amanah manusia 
sebagai khalifah di bumi 

Kelima, larangan riba dan penerapan sistem keuangan 
syariah. Dalam kewirausahaan Islami, pembiayaan usaha idealnya 
dilakukan melalui skema yang sesuai dengan prinsip syariah, 
seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad-
akad syariah lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan 
keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta 
menghindari praktik bunga yang dianggap merugikan dan tidak 
seimbang 

Secara keseluruhan, etika bisnis dan prinsip syariah dalam 
kewirausahaan membentuk suatu kerangka normatif  yang 
membedakan kewirausahaan Islami dari kewirausahaan 
konvensional. Kewirausahaan Islami menempatkan nilai moral, 
kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian 



22 | Ahmad Ajib Ridlwan dkk. 

integral dari strategi bisnis. Dengan demikian, keberhasilan usaha 
tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari 
kontribusinya terhadap tercapainya tujuan syariah (maqashid al-
syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  

Kewirausahaan Islami sebagai Instrumen Pembangunan 
Ekonomi Umat 
Kewirausahaan Islami memiliki peran strategis sebagai instrumen 
pembangunan ekonomi umat karena meng-integrasikan tujuan 
ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Berbeda dengan 
pendekatan kewirausahaan kovensional yang berfokus pada 
maksimalisasi laba, ke-wirausahaan Islami menempatkan 
kesejahteraan masyarakat (maslahah) sebagai tujuan utama 
(Yustanti dkk., 2025). Dengan demikian, aktivitas usaha tidak 
hanya dipandang sebagai sarana akumulasi kekayaan, tetapi juga 
sebagai mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang adil dan 
berkelanjutan. Dalam perspektif  maqashid al-shariah, 
kewirausahaan Islami berfungsi untuk menjaga dan 
mengembangkan lima tujuan utama syariah, yaitu perlindungan 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aktivitas kewirausahaan 
yang berbasis nilai-nilai syariah mendorong terciptanya sistem 
ekonomi yang lebih seimbang antara pertumbuhan dan 
pemerataan. Studi terbaru me-nunjukkan bahwa integrasi 
maqashid al-shariah dalam kebijakan ekonomi dan aktivitas usaha 
dapat memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif  
dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang (Wulandari & 
Aziz, 2025). 

Kewirausahaan Islami juga berkontribusi dalam pe-
ngembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 
yang merupakan tulang punggung perekonomian umat di banyak 
negara Muslim, termasuk Indonesia. Skema usaha berbasis 
syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan 
berbasis bagi hasil, memberikan alternatif  pembiayaan yang lebih 
adil dan mendorong partisipasi ekonomi kelompok masyarakat 
yang sebelumnya kurang terjangkau oleh sistem keuangan 
konvensional (Nasrulloh dkk., 2024). Selain aspek pembiayaan, 
ekosistem kewirausahaan Islami juga menekankan pentingnya 
penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pendidikan, pelatihan, 
dan pendampingan berbasis nilai Islam. Kajian menunjukkan 
bahwa ekosistem kewirausahaan yang selaras dengan prinsip 
Islam dapat meningkatkan resiliensi UMKM, khususnya dalam 
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menghadapi ketidakpastian ekonomi dan krisis. UMKM yang 
mengadopsi prinsip kewirausahaan Islami terbukti lebih adaptif  
dan memiliki ketahanan usaha yang lebih baik. 

Dari perspektif  sosial, kewirausahaan Islami berperan 
sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui 
penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Aktivitas 
usaha yang berkembang akan mendorong sirkulasi ekonomi di 
tingkat komunitas, sehingga berdampak pada peningkatan 
pendapatan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Hal 
ini sejalan dengan temuan bahwa ekosistem kewirausahaan yang 
didukung oleh nilai-nilai Islam dan infra-struktur yang memadai 
dapat mempercepat pertumbuhan UMKM dan memperkuat 
ekonomi daerah (Nurulita dkk., 2024). Lebih lanjut, kewirausahaan 
Islami juga berfungsi sebagai sarana transformasi sosial, karena 
mendorong perubahan mindset dari ketergantungan terhadap 
bantuan menjadi kemandirian ekonomi. Dengan menanamkan nilai 
tanggung jawab, kerja keras, dan kejujuran, kewirausahaan Islami 
mem-bentuk karakter pelaku usaha yang tidak hanya kompeten 
secara ekonomi, tetapi juga berintegritas secara moral. 
Pendekatan ini memperkuat dimensi pembangunan manusia 
dalam kerangka pembangunan ekonomi umat. 

Dalam konteks generasi muda, kewirausahaan Islami juga 
terbukti dapat meningkatkan motivasi berwirausaha dengan 
landasan nilai maqashid al-shariah. Kajian empiris menunjukkan 
bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki pengaruh signifikan 
terhadap minat dan motivasi generasi muda untuk terlibat dalam 
aktivitas kewirausahaan, sehingga memperkuat regenerasi pelaku 
usaha Muslim dan keberlanjutan pem-bangunan ekonomi umat 
(Chofifah & Aminnudin, 2025). 

Dengan demikian, kewirausahaan Islami dapat di-pandang 
sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat 
yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 
memastikan bahwa pertumbuhan tersebut selaras dengan nilai 
keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Integrasi antara 
nilai syariah, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat 
menjadikan kewirausahaan Islami sebagai pilar penting dalam 
pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berkeadilan. 



24 | Ahmad Ajib Ridlwan dkk. 

Studi Kasus Praktik Usaha Islami 
Studi Kasus 1: UMKM Mustahil Berbasis Zakat Produktif 
Sebuah lembaga amil zakat di Jawa Timur menyalurkan zakat 
produktif  kepada sekelompok mustahik dalam bentuk modal 
usaha dan pelatihan kewirausahaan untuk membuka usaha 
makanan halal rumahan. Program ini tidak hanya memberikan 
dana awal, tetapi juga pendampingan manajemen usaha, 
pencatatan keuangan sederhana, dan pemasaran digital berbasis 
media sosial. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam waktu satu 
tahun, sebagian besar penerima zakat mampu meningkatkan 
pendapatan usaha secara signifikan dan mulai memenuhi 
kebutuhan keluarga secara mandiri. Beberapa mustahik bahkan 
mampu memperluas usaha dan merekrut tenaga kerja dari 
lingkungan sekitar. Praktik ini menunjukkan bahwa zakat 
produktif  yang dikombinasikan dengan pen-dekatan 
kewirausahaan Islami dapat berfungsi sebagai instrumen 
pemberdayaan ekonomi yang efektif. Studi kasus ini 
mencerminkan penerapan nilai-nilai kewirausahaan Islami seperti 
amanah dalam pengelolaan dana, keadilan dalam pem-bagian 
hasil usaha, serta ihsan dalam memberikan manfaat kepada 
masyarakat sekitar. Selain itu, program ini juga sejalan dengan 
tujuan maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta dan 
meningkatkan kesejahteraan umat. 

Studi Kasus 2: Pesantren Entrepreneur Berbasis Syariah  
Sebuah pesantren mengembangkan unit usaha berbasis syariah 
dengan memanfaatkan dana wakaf  produktif  dan zakat produktif  
untuk membangun usaha pertanian organik dan toko ritel halal. 
Santri dilibatkan secara aktif  dalam proses produksi, pemasaran, 
dan manajemen usaha sebagai bagian dari kurikulum 
kewirausahaan Islami. Model ini tidak hanya meningkatkan 
kemandirian ekonomi pesantren, tetapi juga membekali santri 
dengan keterampilan kewirausahaan berbasis nilai Islam. 
Pesantren tersebut berhasil menciptakan ekosistem bisnis Islami 
yang berkelanjutan, di mana kegiatan ekonomi berfungsi sebagai 
sarana pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah 
bil hal. 
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Soal Evaluasi 
1. Jelaskan perbedaan antara kewirausahaan Islami dan 

kewirausahaan konvensional dari sisi tujuan dan nilai yang 
mendasarinya! 

2. Bagaimana peran maqashid al-shariah dalam membentuk 
praktik kewirausahaan Islami? Berikan contohnya! 

3. Mengapa zakat produktif  dianggap lebih efektif  dibandingkan 
zakat konsumtif  dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat? 

4. Sebutkan dan jelaskan minimal tiga nilai utama kewirausahaan 
Islami serta implikasinya dalam praktik usaha sehari-hari! 

5. Analisis bagaimana kewirausahaan Islami dapat berkontribusi 
terhadap pembangunan ekonomi lokal dan pengurangan 
kemiskinan! 

6. Jelaskan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi umat dari 
perspektif  ekonomi Islam! 

7. Bagaimana integrasi antara lembaga zakat, pelaku usaha, dan 
masyarakat dapat memperkuat ekosistem kewirausahaan 
Islami? 

8. Penugasan Individu/Kelompok 

Tugas Individu 
1. Lakukan studi literatur terhadap minimal 3 artikel jurnal (tahun 

2021–2026) tentang kewirausahaan Islami atau zakat 
produktif. 

2. Buat ringkasan (2–3 halaman) yang menjelaskan hubungan 
antara kewirausahaan Islami dan pemberdayaan ekonomi umat 
berdasarkan literatur tersebut. 

3. Sertakan analisis pribadi mengenai tantangan dan peluang 
penerapan kewirausahaan Islami di daerah tempat tinggal 
Anda. 
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Tugas Kelompok 
1. Identifikasi satu lembaga zakat, pesantren, atau UMKM syariah 

di wilayah Anda. 
2. Lakukan wawancara singkat atau studi dokumen terkait praktik 

kewirausahaan Islami yang mereka jalankan. 
a. Susun laporan kelompok (5–7 halaman) yang memuat: 
b. Profil lembaga/usaha 
c. Model kewirausahaan Islami yang diterapkan 
d. Peran zakat, infak, atau pembiayaan syariah 
e. Dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat 
f. Rekomendasi pengembangan ke depan 

3. Presentasikan hasil kajian dalam bentuk presentasi kelas. 
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BAB III 
ZAKAT PRODUKTIF DALAM 

SISTEM EKONOMI ISLAM 
 
 
 
 

Konsep dan Definisi Zakat Produktif 
Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem 
ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban 
ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan 
penguatan keadilan sosial. Dalam konteks kontemporer, 
pengelolaan zakat tidak lagi terbatas pada pendekatan konsumtif, 
melainkan berkembang ke arah pendekatan produktif  yang 
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik 
secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan visi zakat 
sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi dalam sistem 
ekonomi Islam modern. 

Secara konseptual, zakat produktif  didefinisikan sebagai 
penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, sarana 
produksi, atau program pemberdayaan ekonomi yang me-
mungkinkan mustahik untuk menghasilkan pendapatan secara 
mandiri. Berbeda dengan zakat konsumtif  yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, zakat produktif  
diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang melalui 
penguatan aktivitas ekonomi penerima zakat (Humaidah & Abd 
Rahim, 2024). 

Dalam literatur ekonomi Islam, zakat produktif  dipahami 
sebagai bagian dari strategi pemberdayaan (economic 
empowerment), yaitu proses meningkatkan kemampuan individu 
atau kelompok miskin untuk mengakses sumber daya, 
meningkatkan keterampilan, dan memperluas peluang usaha. 
Penyaluran zakat dalam bentuk produktif  memungkinkan 
mustahik untuk terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi yang 
berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan pada 
bantuan sosial semata.  
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Dari perspektif  kelembagaan, zakat produktif  biasanya 
dikelola oleh lembaga amil zakat melalui program-program 
terstruktur, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan 
kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan monitoring 
perkembangan usaha. Model ini menempatkan zakat sebagai 
instrumen keuangan sosial Islam yang terintegrasi dengan 
pendekatan kewirausahaan, sehingga zakat tidak hanya bersifat 
karitatif, tetapi juga transformatif. 

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa zakat produktif  
memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan 
dan kemandirian ekonomi mustahik. Kajian di berbagai daerah di 
Indonesia menunjukkan bahwa penerima zakat produktif  
mengalami peningkatan kemampuan usaha, perluasan skala 
bisnis, serta perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga setelah 
mengikuti program pemberdayaan berbasis zakat (Nurwahidin 
dkk., 2024).  

Dalam konteks sistem ekonomi Islam, zakat produktif  juga 
diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan maqashid 
al-shariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan 
meningkatkan kesejahteraan (maslahah). Dengan mendorong 
produktivitas ekonomi mustahik, zakat produktif  berkontribusi 
pada pengurangan kemiskinan struktural dan memperkuat basis 
ekonomi umat secara berkelanjutan (Efendi, 2025). 

Selain itu, zakat produktif  memiliki relevansi yang kuat 
dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs), terutama dalam aspek pe-ngentasan 
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan inklusi ekonomi. 
Integrasi zakat produktif  dengan program pemberdayaan 
kelompok rentan, seperti perempuan dan UMKM, terbukti mampu 
meningkatkan partisipasi ekonomi dan memperluas dampak 
sosial zakat. 

Secara praktis, zakat produktif  dapat berbentuk berbagai 
skema, seperti hibah modal usaha, qard hasan, penyediaan alat 
produksi, hingga pembiayaan berbasis kelompok usaha. Skema ini 
dirancang agar mustahik tidak hanya menjadi penerima pasif, 
tetapi juga aktor ekonomi aktif  yang mampu mengelola usaha dan 
meningkatkan daya saingnya di pasar (Saadah dkk., 2024). 

Dengan demikian, zakat produktif  dapat dipahami sebagai 
transformasi paradigma pengelolaan zakat dari pendekatan 
bantuan jangka pendek menuju pendekatan pemberdayaan 
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jangka panjang. Paradigma ini menegaskan bahwa zakat bukan 
hanya instrumen filantropi, tetapi juga pilar strategis dalam sistem 
ekonomi Islam untuk membangun kemandirian, keadilan sosial, 
dan pertumbuhan ekonomi umat secara inklusif. 

Perbedaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif 
Dalam praktik pengelolaan zakat kontemporer, pendistribusian 
zakat secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua 
pendekatan utama, yaitu zakat konsumtif  dan zakat produktif. 
Kedua bentuk ini memiliki tujuan, karakteristik, serta implikasi 
yang berbeda terhadap kesejahteraan mustahik. Perbedaan ini 
penting untuk dipahami karena akan menentukan arah kebijakan, 
strategi pendayagunaan, serta dampak jangka pendek dan jangka 
panjang dari program zakat. 

Zakat Konsumtif   
Zakat konsumtif  adalah bentuk penyaluran zakat yang diberikan 
kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat 
langsung dan habis pakai, seperti makanan, uang tunai, pakaian, 
serta bantuan kebutuhan pokok lainnya. Zakat ini berfungsi 
membantu mustahik bertahan hidup dalam kondisi keterbatasan 
ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan seperti fakir, miskin, 
lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan keluarga yang 
kehilangan sumber nafkah. Dalam perspektif  fiqih, zakat 
konsumtif  tidak bertentangan dengan tujuan zakat, karena 
bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga 
kelangsungan hidup mustahik sebagai bagian dari keadilan sosial 
dalam Islam. 

Secara syariah, zakat konsumtif  memiliki dasar hukum yang 
kuat dalam Al-Qur’an dan Hadis, terutama berdasarkan Surah At-
Taubah ayat 60 yang menetapkan delapan golongan penerima 
zakat, dengan fakir dan miskin sebagai prioritas utama. Praktik 
Nabi Muhammad SAW dan pandangan para ulama juga 
menegaskan legitimasi zakat konsumtif, khususnya dalam kondisi 
darurat atau ketika mustahik belum me-mungkinkan untuk 
diberdayakan secara produktif. Hal ini menunjukkan fleksibilitas 
syariah dalam menjawab kebutuhan riil umat serta menegaskan 
bahwa zakat konsumtif  memiliki landasan hukum dan legitimasi 
yang kuat. 

Dalam praktiknya, zakat konsumtif  disalurkan melalui 
berbagai mekanisme, seperti pemberian uang tunai, paket 
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sembako, bantuan kesehatan, dan pendidikan dasar, serta 
bantuan darurat saat terjadi bencana atau krisis. Penyaluran 
umumnya dilakukan oleh lembaga amil zakat yang memiliki sistem 
pendataan mustahik agar bantuan tepat sasaran. Meskipun 
bersifat konsumtif, pengelolaan zakat harus tetap menge-
depankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan 
terhadap ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan 
agar manfaatnya optimal dan berkelanjutan. 

Zakat konsumtif  memiliki peran strategis dalam menjaga 
kelangsungan hidup mustahik, memberikan dampak psikologis 
positif, serta menjaga stabilitas sosial dengan mengurangi potensi 
konflik akibat kesenjangan ekonomi. Walaupun tidak secara 
langsung meningkatkan kemandirian ekonomi, zakat konsumtif  
berfungsi sebagai fondasi awal sebelum mustahik dapat 
diberdayakan melalui program zakat produktif. Dengan demikian, 
zakat konsumtif  menjadi bagian integral dari sistem perlindungan 
sosial Islam. 

Namun, pengelolaan zakat konsumtif  juga menghadapi 
tantangan, seperti risiko ketergantungan mustahik, ke-terbatasan 
dana, akurasi pendataan, serta tuntutan transparansi dan adaptasi 
terhadap digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang 
profesional, inovatif, dan tetap berlandaskan prinsip syariah. 
Secara keseluruhan, zakat konsumtif  tetap memiliki peran penting 
dalam mewujudkan kesejahteraan, menjaga martabat mustahik, 
serta me-nanamkan nilai solidaritas, kepedulian, dan keadilan 
sosial sebagai inti ajaran Islam. 

Zakat Produktif   
Zakat produktif  adalah bentuk penyaluran zakat yang diarahkan 
untuk kegiatan produktif  yang menghasilkan pendapatan 
berkelanjutan bagi mustahik, sehingga tidak hanya memenuhi 
kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. 
Zakat produktif  diwujudkan dalam bentuk modal usaha, alat kerja, 
pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha yang 
disesuaikan dengan potensi mustahik. Dalam fikih kontemporer, 
zakat produktif  dibolehkan selama tetap disalurkan kepada 
delapan golongan asnaf, khususnya fakir dan miskin, dengan 
tujuan meningkatkan taraf  hidup mereka secara bertahap dan 
berkelanjutan, sekaligus mencerminkan nilai ihsan dan relevansi 
ajaran Islam terhadap tantangan zaman. 
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Secara syariah, zakat produktif  memiliki landasan dalam Al-
Qur’an, hadis, dan ijtihad ulama, meskipun istilahnya tidak 
disebutkan secara eksplisit. Substansinya sejalan dengan tujuan 
zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa serta instrumen 
untuk menyejahterakan umat, sebagaimana tercermin dalam 
Surah At-Taubah ayat 103. Para ulama kontemporer 
membolehkan zakat produktif  selama tidak menghilangkan hak 
mustahik serta dikelola secara amanah dan transparan, sehingga 
zakat produktif  menjadi salah satu inovasi penting dalam 
pengelolaan zakat modern yang menunjukkan fleksibilitas syariah. 

Dalam praktiknya, zakat produktif  diterapkan melalui 
berbagai program seperti pemberian modal usaha kecil, 
penyediaan alat kerja, pelatihan keterampilan, pendampingan 
usaha, serta program peternakan atau usaha bergulir. Pendekatan 
ini menjadikan zakat tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi 
juga sebagai investasi sosial yang mendorong mustahik menjadi 
pelaku ekonomi yang aktif. Dengan demikian, zakat produktif  
berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, 
mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif, serta 
memperkuat pemerataan kesejahteraan dan solidaritas sosial 
antara muzaki dan mustahik. 

Meskipun memiliki potensi besar, zakat produktif  
menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya 
pengelola, kesiapan dan kapasitas mustahik, serta tuntutan 
transparansi dan akuntabilitas. Optimalisasi zakat produktif  
memerlukan perencanaan yang matang, seleksi penerima yang 
tepat, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas 
lembaga amil zakat dan sinergi dengan berbagai pihak. Apabila 
dikelola secara profesional dan amanah, zakat produktif  
berpotensi menjadi solusi utama pembangunan ekonomi umat di 
era modern. 

Secara keseluruhan, zakat produktif  merupakan instrumen 
pemberdayaan ekonomi sekaligus investasi dunia dan akhirat. 
Melalui zakat produktif, umat Islam tidak hanya menunaikan 
kewajiban ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun 
masyarakat yang adil, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan. 
Zakat produktif  dengan demikian menjadi solusi jangka panjang 
dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan memperkuat sistem 
ekonomi Islam. 
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Tabel 1. Perbandingan Zakat Konsumtif  dan Zakat Produktif 
Aspek Zakat Konsumtif Zakat Produktif 
Tujuan Memberi manfaat 

kepada mustahik 
untuk bertahan hidup 
(Memenuhi 
kebutuhan dasar)  

Meningkatkan taraf  hidup 
mustahik 
(Memberdayakan 
ekonomi) 

Sifat Jangka pendek Jangka panjang 
Hasil 
Pemanfaatan  

Barang kosumtif, 
contohnya: makanan 
pokok (Bantuan 
langsung) 

Barang konsumtif, seperti 
modal kerja, beasiswa 
pendidikan, pelayanan 
kesehatan, pemulihan 
masyarakat terdampak 
bencana (Modal usaha & 
pemberdayaan) 

Durasi Insidentil (hanya 
sekali) 

Berkala (ada monitoring 
dan evaluasi) 

Pengelolaan Boleh diberikan 
langsung ke 
mustahik, boleh 
disalurkan melalui 
lembaga  

Berkala (ada monitoring 
dan evaluasi) 

Dampak Mengurangi beban 
sementara 

Meningkatkan 
kemandirian 

Risiko  Ketergantungan Gagal usaha (jika tanpa 
pendampingan) 

 
Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa zakat konsumtif  dan zakat produktif  memiliki fungsi yang 
saling melengkapi. Zakat konsumtif  diperlukan untuk menjamin 
kelangsungan hidup mustahik dalam kondisi darurat, sementara 
zakat produktif  berperan sebagai instrumen transformasi 
ekonomi yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan. Oleh 
karena itu, strategi pengelolaan zakat yang ideal adalah 
mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara seimbang, dengan 
penekanan yang semakin kuat pada zakat produktif  sebagai 
instrumen utama pemberdayaan ekonomi umat. 

Dasar Hukum dan Pandangan Ulama tentang Zakat 
Produktif 
Zakat produktif  memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur’an, 
hadis, dan ijtihad para ulama. Meskipun istilah zakat produktif 
tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, substansi dan 
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praktiknya sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu 
menyejahterakan umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan 
mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan 
demikian, zakat produktif  dapat dipahami sebagai bentuk 

aktualisasi maqāṣid al-syari’ah dalam konteks pengelolaan zakat 
modern. 

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT memerintahkan zakat sebagai 
sarana penyucian harta dan jiwa, sebagaimana firman-Nya dalam 
Surah At-Taubah ayat 103 yang menegaskan bahwa zakat 
berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta serta 
menumbuhkan keberkahan. Selain itu, Surah At-Taubah ayat 60 
menetapkan delapan golongan (asnaf) penerima zakat, yang 
menjadi dasar bahwa zakat harus disalurkan kepada pihak yang 
berhak, khususnya fakir dan miskin. Zakat produktif  merupakan 
bentuk ijtihad dalam menyalurkan zakat kepada asnāf  tersebut 
dengan pendekatan yang lebih berdaya guna dan berjangka 
panjang. 

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan fleksibilitas 
dalam pengelolaan zakat dan harta umat untuk kemaslahatan 
bersama. Praktik Rasulullah SAW dalam mendorong umat agar 
bekerja, berusaha, dan tidak bergantung pada meminta-minta 
menjadi dasar normatif  bahwa zakat tidak hanya untuk konsumsi 
sesaat, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendorong 
kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, zakat produktif  
dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer untuk 
memaksimalkan manfaat zakat sesuai dengan semangat syariah. 

Dalam literatur fikih modern, Yusuf  al-Qaradawi dalam Fiqh 
az-Zakah menegaskan bahwa tujuan zakat tidak hanya bersifat 
karitatif, tetapi juga transformasional. Menurut beliau, zakat 
memiliki tiga tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan sosial, 
mengangkat derajat ekonomi kaum lemah, dan mendorong 
transformasi mustahik agar mampu keluar dari kemiskinan, 
bahkan berpotensi menjadi muzakki. Pandangan ini membuka 
ruang legitimasi bahwa zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal 
kegiatan produktif  yang berorientasi pada pemberdayaan 
ekonomi. 

Sejalan dengan itu, Saifuddin (dalam kajian fikih sosial) 
menyatakan bahwa pembagian zakat produktif  dalam bentuk 
bantuan modal usaha atau beasiswa bagi anak kurang mampu 
merupakan bentuk distribusi zakat yang sah dan relevan, karena 
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bertujuan memperbaiki kualitas hidup mustahik secara 
berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa zakat tidak 
hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga 
membangun kapasitas jangka panjang. Pandangan KH. Sahal 
Mahfudh melalui konsep fiqh sosial juga memperkuat legitimasi 
zakat produktif. Beliau menekankan pendekatan kebutuhan dasar 
(basic need approach) dalam pendistribusian zakat, dengan 
menegaskan bahwa zakat tidak hanya berdimensi ibadah 
(ubudiyyah), tetapi juga berdimensi sosial (ijtima‘iyyah). Oleh 
karena itu, demi mencapai keadilan sosial, zakat dapat disalurkan 
dalam bentuk modal usaha bagi kelompok kecil masyarakat agar 
mampu mengelola usaha secara mandiri. Syauqi al-Fanjari juga 
berpandangan bahwa zakat tidak boleh dibatasi hanya pada 
bantuan konsumtif  yang bersifat temporer. Menurutnya, tujuan 
utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara permanen 
dan menjadikan kaum miskin memiliki kemampuan ekonomi yang 
berkelanjutan. Pandangan ini semakin menguatkan dasar normatif  
zakat produktif  sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Selain 
itu, Akram Khan, seorang ekonom Islam, mengkritisi distribusi 
zakat yang semata-mata bersifat konsumtif  karena berpotensi 
menimbulkan ketergantungan dan bahkan tekanan inflasi jika 
tidak diimbangi dengan aktivitas produktif. Oleh karena itu, beliau 
mendorong agar sebagian dana zakat dialokasikan untuk 
pembiayaan proyek-proyek produktif  yang dapat menciptakan 
pendapatan dan lapangan kerja bagi mustahik. 

Di Indonesia, pengelolaan zakat produktif  juga memiliki 
dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa zakat dapat 
didayagunakan untuk usaha produktif  dalam rangka penanganan 
fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain itu, Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pendayagunaan zakat 
untuk usaha produktif  menegaskan bahwa zakat boleh digunakan 
sebagai modal usaha, selama tetap diberikan kepada mustahik 
dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, amanah, dan 
transparansi. Hasil kajian juga mendukung pendekatan zakat 
produktif. Kajian Delima dkk., (2024) menunjukkan bahwa model 
pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif  di BAZNAS Kota 
Pekanbaru mampu meningkatkan kapasitas usaha dan 
kemandirian ekonomi mustahik secara signifikan. Demikian pula, 
Magfirah dkk., (2023) menemukan bahwa pembaruan model 
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program zakat produktif  di BAZNAS Kolaka berkontribusi positif  
terhadap peningkatan pemberdayaan mustahik melalui modal 
usaha dan pendampingan.  

Dengan demikian, secara normatif, fikih, dan hukum positif, 
zakat produktif  memiliki landasan syariah yang kuat. Zakat 
produktif  bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan 
pengembangan metode pendistribusian zakat agar lebih relevan, 
efektif, dan berdaya guna dalam menjawab tantangan kemiskinan 
dan pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu, zakat 
produktif  layak dikembangkan sebagai bagian penting dari sistem 
ekonomi Islam modern dan sebagai instrumen strategis dalam 
pemberdayaan ekonomi umat. 

Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik 
Zakat dalam arti berkah artinya sebagian harta yang dikeluarkan 
dan diberikan secara kualitatif  guna mendapatkan berkah. Tujuan 
ibadah zakat adalah menyelesaikan berbagai permasalahan sosial 
ekonomi misalnya pengangguran dan kemiskian, maka perlu 
diberikan penyaluran dana zakat kepada mereka untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, serta melakukan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat agar dapat meningkatkan taraf  hidup masyarakat 
(Santoso, 2022). 
Dalam relevansi zakat terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu: 
a. Aspek ketuhanan, dimana zakat ini menandakan sebuah 

keimanan setiap umat muslim. 
b. Aspek kemanusiaan, dimana zakat ini selain terdapat 

keterkaitan dengan Allah (hablum minallah), tetapi ada 
kererkaitan juga dengan manusia (hablum minannas). 

c. Aspek ekonomi, zakat ini merupakan ibadah yang berdasar 
pada unsur ekonomi yang tergantung pada banyaknya harta 
yang dimiliki mereka. 

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat 
adalah perwujudan dari salah satu prinsip dakwah bil al a’mal. 
Ibadah zakat merupakan cerminan dalam komitmen Islam dalam 
memerangi kesenjangan sosial dan secara konsisten mem-
perjuangkan terciptanya keseimbangan ekonomi antara si kaya 
dengan si miskin, antara kaum berada dengan kaum papa. Upaya 
membangun keseimbangan antara muzakki dan mustahiq 
termanifestasi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, bentuk yang 
bersifat kewajiban yang bernuansa “top down”, dengan atau 
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tanpa kesadaran pada golongan yang telah memenuhi 
persyaratan tertentu harus mengeluarkan sebagian harta untuk 
mustahiq. Kedua, bentuk yang bersifat sukarela (tathawwu’), yang 
menekankan adanya kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial. 
Keduanya disyariatkan oleh Islam dalam rangka membangun 
tatanan sosial masyarakat yang harmonis. Pemberdayaan ekonomi 
masyarakat adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) 
dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 
akan potensi ekonomi yang dimilikinya, serta berupaya untuk me-
ngembangkannya agar dapat meningkatkan perekonomiannya 
dan taraf  hidupnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat didasari 
dari pemahaman bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika 
miliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel (Afrina, 2020), 
diantaranya yaitu: 
Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan 
perekonomian yang stabil. 
a. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan. 
b. Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari 

luar. 
c. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam 

mengaktalisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama 
bangsa dan negara lain. 

Zakat Produktif  dalam Kerangka Maqashid Syariah 
Zakat produktif  tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual 
dalam Islam, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam 
mewujudkan tujuan syariah (maqasid al-syariah). Konsep 
maqashid syariah berakar pada keyakinan bahwa syariat Islam 
bertujuan mencapai manfaat (maslahah) dan menghindarkan 
kerugian (mafsadah) bagi umat manusia, terutama dalam lima 
aspek utama: menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal 
(hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). 
Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka nilai yang 
lebih luas dalam melihat peran zakat produktif  selain sekadar 
redistribusi kekayaan (Susila & Ghozali, 2025). Dalam kerangka 
maqashid syariah, zakat dipandang sebagai instrumen kebijakan 
sosial-ekonomi yang bersifat transformatif, bukan semata-mata 
mekanisme karitatif. Oleh karena itu, optimalisasi zakat produktif  
menuntut adanya orientasi jangka panjang yang berfokus pada 
penciptaan kemaslahatan berkelanjutan (sustainable maslahah). 
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Pendekatan ini menekankan bahwa zakat harus dikelola secara 
sistematis dan profesional agar mampu mendorong perubahan 
struktural dalam kondisi ekonomi mustahik, termasuk peningkatan 
kapasitas usaha, penguatan akses terhadap sumber daya 
ekonomi, serta pengurangan ketergantungan terhadap bantuan 
konsumtif. Dalam perspektif  hifz al-mal, zakat produktif  diarahkan 
untuk menguatkan kemampuan ekonomi mustahik melalui 
pemberian modal usaha, alat produksi, dan pelatihan 
keterampilan, sehingga aset produktif  yang dihasilkan dapat terus 
berkembang dan menciptakan nilai tambah jangka panjang. Studi 
menunjukkan bahwa pendampingan usaha yang terstruktur dan 
dukungan modal zakat produktif  mampu meningkatkan 
kemandirian ekonomi mustahik serta mem-perbaiki distribusi 
kesejahteraan dalam masyarakat. 

Selain itu, zakat produktif  juga berkontribusi terhadap hifz 
al-nafs dan hifz al-aql karena memberikan rasa aman, martabat, 
serta kemampuan berpikir dan mengambil keputusan ekonomi 
melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Temuan empiris 
dalam kajian produktif  zakat menunjukkan bahwa program yang 
efektif  dapat meningkatkan literasi keuangan, keterampilan 
kewirausahaan, dan ketahanan mental mustahik terhadap risiko 
ekonomi, yang sejajar dengan tujuan maqashid syariah dalam 
menjaga jiwa dan akal manusia (Muqorobin & Ussholihah, 2025). 
Lebih lanjut, perlindungan jiwa dan akal yang dihasilkan dari zakat 
produktif  memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan 
keluarga mustahik sebagai unit sosial utama dalam masyarakat. 
Ketika individu mustahik memperoleh stabilitas ekonomi, 
peningkatan keterampilan, serta kepercayaan diri dalam me-
ngelola usaha, maka kapasitas keluarga untuk merencanakan 
masa depan menjadi lebih kuat. Kondisi ini menempatkan zakat 
produktif  tidak hanya sebagai instrumen pemberdayaan individu, 
tetapi juga sebagai fondasi penguatan struktur keluarga yang 
berkelanjutan, yang menjadi prasyarat penting dalam menjaga 
kesinambungan sosial dan generasi dalam perspektif  maqashid 
syariah. Dalam konteks hifz al-nasl, kemajuan ekonomi yang 
dicapai melalui zakat produktif  memungkinkan keluarga mustahik 
memastikan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar anak 
terpenuhi, sehingga memberikan dampak positif  bagi generasi 
berikutnya. Hal ini mencerminkan keterkaitan antara 
pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan sosial dalam kerangka 
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maqashid syariah. Kajian lain juga menunjukkan bahwa 
implementasi zakat produktif  yang terintegrasi dengan 
pemberdayaan keluarga berdampak pada peningkatan kualitas 
hidup dan peluang anak-anak mustahik untuk mengakses 
pendidikan. 

Maqashid syariah menempatkan zakat produktif  sebagai 
bagian dari upaya untuk mencapai hifz al-din karena keadaan 
ekonomi yang stabil dan mandiri meningkatkan kemampuan 
seseorang untuk melaksanakan ibadah dan nilai-nilai keagamaan 
tanpa harus terjebak pada ketergantungan sosial. Ketika mustahik 
memperoleh kesejahteraan ekonomi melalui program produktif  
yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, mereka dapat lebih 
fokus pada pengembangan spiritual dan kontribusi sosial 
terhadap komunitas. Dalam kerangka tersebut, keterkaitan antara 
dimensi spiritual dan ekonomi menjadi ciri khas utama 
pengelolaan zakat produktif  berbasis maqashid syariah. Zakat 
tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan 
material, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran 
religius dan etos kerja Islami. Beberapa studi menegaskan bahwa 
keberhasilan zakat produktif  sangat dipengaruhi oleh integrasi 
nilai-nilai keagamaan, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung 
jawab sosial, ke dalam desain program pemberdayaan, sehingga 
zakat mampu menghasilkan dampak ekonomi sekaligus spiritual 
yang berkelanjutan. Implementasi zakat produktif  menunjukkan 
adanya keselarasan dengan maqashid syariah berpotensi 
memperkuat kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan, 
pengurangan kesenjangan sosial, dan pe-ningkatan kesejahteraan 
umat secara menyeluruh. Misalnya, kajian tentang manajemen 
zakat produktif  di BAZNAS Sragen menemukan bahwa 
pengelolaan zakat yang memperhatikan prinsip maqashid syariah 
berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui 
mekanisme yang transparan dan berbasis pemberdayaan (Marjany 
dkk., 2025). Dengan demikian, zakat produktif  tidak hanya 
dipandang sebagai bentuk redistribusi kekayaan secara sempit, 
tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang 
mengintegrasikan tujuan syariah dan pembangunan inklusif. 
Pendekatan ini menegaskan bahwa zakat, ketika dikelola dalam 
kerangka maqashid syariah, mampu menciptakan manfaat yang 
lebih luas, yakni me-ningkatkan kapasitas ekonomi individu, 
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memperkuat struktur sosial masyarakat, serta memajukan 
kesejahteraan umat Islam secara berkelanjutan. 

Studi Kasus Program Zakat Produktif 
Salah satu contoh implementasi zakat produktif  yang berhasil di 
Indonesia adalah Program Zakat Produktif  BAZNAS Kabupaten 
Sragen. Program ini dirancang untuk mem-berdayakan mustahik 
melalui pemberian modal usaha mikro yang disertai 
pendampingan usaha secara berkelanjutan. Mustahik yang dipilih 
merupakan kelompok fakir dan miskin yang telah memiliki potensi 
usaha atau minat kewirausahaan, seperti usaha kuliner rumahan, 
peternakan kecil, dan perdagangan mikro. Dalam pelaksanaannya, 
BAZNAS Sragen tidak hanya menyalurkan dana zakat sebagai 
modal usaha, tetapi juga memberikan pelatihan manajemen 
usaha, pencatatan keuangan sederhana, serta pendampingan 
pemasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat produktif  
tidak diposisikan sebagai bantuan konsumtif  semata, melainkan 
sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis maqashid 
syariah. Hasil evaluasi program menunjukkan adanya peningkatan 
pendapatan mustahik, penguatan kemandirian usaha, serta 
perubahan pola pikir dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha 
produktif. Contoh lain dapat ditemukan pada program LAZISMU 
yang mengembangkan skema zakat produktif  berbasis komunitas. 
Program ini menekankan penguatan kelompok usaha mustahik 
dengan prinsip gotong royong, pendampingan intensif, dan 
integrasi nilai-nilai kewirausahaan Islami. Studi empiris 
menunjukkan bahwa pendekatan kelompok dan pendampingan 
berkelanjutan meningkatkan tingkat keberhasilan usaha mustahik 
serta memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas penerima 
zakat. Studi kasus tersebut menegaskan bahwa keberhasilan 
zakat produktif  sangat bergantung pada desain program, kualitas 
pendampingan, serta kesesuaian implementasi dengan prinsip 
syariah dan maqashid syariah. Zakat produktif  yang dikelola 
secara profesional mampu menjadi instrumen transformasi sosial-
ekonomi yang berkelanjutan.  
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Latihan Soal 
1. Berdasarkan studi kasus BAZNAS atau LAZISMU, identifikasi 

faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program zakat 
produktif. 

2. Menurut Anda, tantangan apa yang paling besar dalam 
implementasi zakat produktif  di Indonesia, dan bagaimana 
solusi yang dapat ditawarkan? 

3. Jelaskan perbedaan mendasar antara zakat konsumtif  dan 
zakat produktif  dalam sistem ekonomi Islam. 

4. Mengapa zakat produktif  dianggap lebih berorientasi jangka 
panjang dibandingkan zakat konsumtif? 

5. Bagaimana peran zakat produktif  dalam mengubah status 
mustahik menjadi muzakki? 

6. Analisis peran zakat produktif  dalam kerangka maqashid 

syariah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs. 
7. Mengapa pendampingan usaha menjadi faktor kunci 

keberhasilan program zakat produktif? 
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BAB IV 
INTEGRASI ZAKAT PRODUKTIF 
DAN KEWIRAUSAHAAN ISLAMI 

 
 
 
 
 

Capaian Pembelajaran Bab 
Setelah mempelajari Bab IV ini, diharapkan memiliki pemahaman 
komprehensif  mengenai integrasi zakat produktif  dan 
kewirausahaan Islami dalam kerangka ekonomi Islam. Mahasiswa 
mampu memahami bahwa zakat produktif  tidak hanya berfungsi 
sebagai instrumen sosial-keagamaan, tetapi juga memiliki peran 
strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, 
berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. 

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara 
sistematis peran zakat produktif  sebagai instrumen penguatan 
kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah, mulai dari fungsi zakat 
sebagai modal usaha, sarana penguatan kapasitas mustahik, 
hingga pendampingan usaha yang berlandaskan prinsip keadilan, 
kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pemahaman ini penting 
agar mahasiswa mampu melihat keterkaitan antara aspek 
finansial, etika, dan spiritual dalam kewirausahaan Islami. 

Selain itu, mahasiswa mampu menganalisis berbagai model 
integrasi zakat produktif  dan kewirausahaan Islami dalam konteks 
pemberdayaan ekonomi mustahik. Analisis ini mencakup 
identifikasi mekanisme pengelolaan zakat, pola pendampingan 
usaha, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat 
keberhasilan program integratif. Dengan kemampuan analisis ini, 
mahasiswa diharapkan dapat menilai efektivitas program zakat 
produktif  dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. 

Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi 
manfaat integrasi zakat dan kewirausahaan Islami dalam 
menciptakan kemandirian ekonomi umat. Manfaat tersebut tidak 
hanya dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik, tetapi juga 
dari perubahan perilaku ekonomi, peningkatan kapasitas usaha, 
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penguatan solidaritas sosial, serta potensi transformasi mustahik 
menjadi muzakki dalam jangka panjang. 

Pada tahap lanjut, mahasiswa mampu merumuskan gagasan 
atau rancangan program zakat produktif  berbasis kewirausahaan 
Islami yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip maqashid 
syariah. Perumusan gagasan ini diharapkan mempertimbangkan 
aspek keberlanjutan usaha, dampak sosial, kepatuhan syariah, 
serta kontribusinya terhadap pencapaian keadilan sosial dan 
kesejahteraan umat secara menyeluruh. 

Peta Konsep Bab 

 
Gambar 1. Peta Konsep Bab 

 
Bab ini membahas integrasi zakat produktif  dan 

kewirausahaan Islami sebagai suatu kerangka pemberdayaan 
ekonomi umat yang holistik dan berkelanjutan. Peta konsep bab 
ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami keterkaitan 
antar konsep utaMaYang menjadi fondasi integrasi tersebut, mulai 
dari peran zakat produktif  hingga dampaknya terhadap 
pembangunan ekonomi umat.  
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Konsep pertama dalam bab ini adalah zakat produktif  
sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Zakat produktif  
dipahami tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga 
sebagai sarana penguatan kapasitas ekonomi mustahik melalui 
pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif. 
Melalui pendekatan ini, zakat diarahkan untuk menciptakan nilai 
tambah ekonomi, membuka peluang usaha, dan mengurangi 
ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif. Konsep 
kedua adalah kewirausahaan Islami berbasis nilai syariah. 
Kewirausahaan Islami menekankan aktivitas usaha yang tidak 
semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga 
menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan, kejujuran, 
dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, kewirausahaan 
Islami menjadi wadah aktualisasi zakat produktif  agar dana zakat 
dapat dikelola secara etis, halal, dan memberikan manfaat 
ekonomi yang luas. Konsep ketiga adalah integrasi modal, 
pendampingan, dan etika usaha. Integrasi ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan zakat produktif  tidak hanya ditentukan oleh 
pemberian modal usaha, tetapi juga oleh adanya pendampingan 
yang berkelanjutan serta internalisasi etika bisnis Islami. Modal 
zakat yang disertai dengan pelatihan, mentoring, dan 
pengawasan syariah akan meningkatkan peluang keberhasilan 
usaha mustahik dan meminimalkan risiko kegagalan. Konsep 
keempat adalah transformasi mustahik menjadi pelaku usaha 
mandiri. Melalui integrasi zakat produktif  dan kewirausahaan 
Islami, mustahik didorong untuk ber-transformasi dari penerima 
bantuan menjadi subjek ekonomi yang mandiri, produktif, dan 
berdaya saing. Transformasi ini merupakan indikator keberhasilan 
pemberdayaan zakat, sekaligus mencerminkan tujuan jangka 
panjang zakat dalam mengangkat derajat ekonomi umat. Konsep 
kelima adalah kontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat 
yang berkelanjutan. Integrasi zakat produktif  dan kewirausahaan 
Islami diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas, 
tidak hanya bagi individu mustahik, tetapi juga bagi masyarakat 
dan perekonomian umat secara keseluruhan. Dampak tersebut 
meliputi pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, 
penguatan ekonomi lokal, serta terwujudnya keadilan sosial 
sesuai dengan prinsip maqashid syariah. 
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Secara keseluruhan, peta konsep bab ini menunjukkan 
bahwa zakat produktif  dan kewirausahaan Islami saling 
melengkapi dan saling menguatkan dalam menciptakan sistem 
pemberdayaan ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi 
jangka panjang. Pemahaman atas keterkaitan konsep-konsep ini 
menjadi dasar penting bagi mahasiswa dalam menganalisis dan 
merancang model pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat 
dan kewirausahaan Islami. 

Konsep Integrasi Zakat dan Kewirausahaan Islami 
Integrasi zakat produktif  dan kewirausahaan Islami dalam praktik 
pemberdayaan ekonomi menjadi fokus kajian utama dalam 
konteks ekonomi Islam modern. Kajian di bidang Islamic social 
finance mengidentifikasi adanya sinergi antara zakat dan 
pendekatan kewirausahaan dalam meningkatkan efektivitas 
program pemberdayaan ekonomi mustahik, terutama bila 
keduanya dipadukan dalam satu kerangka paradigma (integration 
of  Islamic social finance and entrepreneurial principles) yang 
holistik. Integrasi semacam ini bukan sekadar akumulasi dua 
instrumen ekonomi Islam, tetapi menciptakan nilai tambah (value 
creation) melalui pemberdayaan produktif  yang berkelanjutan. 
tren global menunjukkan bahwa dalam memadukan zakat dengan 
tujuan pembangunan berkelanjutan dan prinsip maqashid syariah, 
yang memperkuat posisi zakat produktif  sebagai alat 
pemberdayaan masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam yang 
inklusif  serta mendukung pencapaian Sustainable Development 
Goals (SDGs) (Siregar, 2025). Dalam kerangka konseptual 
tersebut, integrasi zakat produktif  dan kewirausahaan Islami 
menuntut perubahan paradigma pengelolaan zakat, dari sekadar 
mekanisme distribusi dana menuju sistem pemberdayaan ekonomi 
berbasis nilai. Zakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai 
instrumen redistribusi kekayaan, tetapi sebagai modal sosial dan 
ekonomi yang diintegrasikan dengan proses penciptaan usaha, 
penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pem-bentukan 
etos kerja Islami. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan 
zakat produktif  sangat bergantung pada desain program yang 
menggabungkan dukungan finansial, pen-dampingan usaha, dan 
internalisasi nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan 
tanggung jawab sosial. Dengan demikian, integrasi zakat dan 
kewirausahaan Islami membentuk sebuah ekosistem 
pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada output 
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ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada transformasi mustahik 
menjadi pelaku usaha yang mandiri, berdaya saing, dan 
berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat secara 
berkelanjutan (Zuhairah dkk., 2025). Selanjutnya, integrasi zakat 
dengan ke-wirausahaan Islami sering diwujudkan melalui 
pendekatan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship), di 
mana zakat produktif  tidak hanya diberikan sebagai modal usaha, 
tetapi juga dibangun dalam kerangka model pemberdayaan 
berorientasi pasar. Kajian kasus empiris mengungkapkan bahwa 
pendekatan social entrepreneurship dalam program zakat 
produktif  mampu meningkatkan efektivitas pem-berdayaan 
ekonomi, mobilisasi sumber daya, serta inovasi program yang 
kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat mustahik. Hal ini 
menunjukkan bahwa integrasi antara modal zakat, pengembangan 
keterampilan usaha, serta penguatan jaringan usaha adalah kunci 
keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat secara komprehensif  
(Wahyudi & El Muna, 2025). Dalam implementasinya, integrasi 
zakat produktif  dan kewirausahaan Islami juga berkaitan dengan 
pengembangan kapasitas kelembagaan, termasuk peran lembaga 
amil zakat dalam merancang program yang berbasis 
kewirausahaan, menerapkan praktik manajemen zakat yang 
profesional, serta memberikan pendampingan yang kontinu. 
Lembaga zakat produktif  berbasis kewirausahaan menunjukkan 
bahwa keterpaduan modal, pelatihan, dan pendampingan usaha 
mampu meningkatkan kompetensi mustahik dalam mengelola 
usahanya sendiri, sehingga program zakat lebih dari sekadar 
bantuan modal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan 
kemampuan manajerial mustahik (Mawardi dkk., 2022). Selain itu, 
integrasi zakat dengan kewirausahaan Islami memiliki relevansi 
yang kuat dalam pengembangan ekonomi lokal dan nasional. 
Dalam kajian literatur yang lebih luas, integrasi antara instrumen 
Islamic social finance termasuk zakat dengan strategi 
kewirausahaan, membantu memperkuat konektivitas antara 
kegiatan ekonomi mikro dan makro dalam tatanan ekonomi 
nasional. Zakat yang dikoneksikan dengan ke-wirausahaan tidak 
hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan individual 
mustahik, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak multiplier 
effect bagi perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja 
dan pengembangan usaha kecil menengah (UMKM). 
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Dengan demikian, konsep integrasi zakat produktif  dan 
kewirausahaan Islami dapat dirumuskan sebagai suatu model 
pemberdayaan ekonomi umat yang menggabungkan prinsip 
redistribusi zakat dengan etos kewirausahaan Islami, sehingga 
menghasilkan sinergi antara modal sosial-keagamaan dan 
dinamika pasar ekonomi yang produktif. Integrasi ini mendorong 
terciptanya sistem pemberdayaan yang adil, inklusif, dan 
sustainable, selaras dengan tujuan maqashid syariah dan agenda 
pembangunan berkelanjutan. 

Zakat Produktif  sebagai Modal Usaha Syariah 
Zakat produktif  dalam praktik ekonomi Islam berfungsi sebagai 
modal usaha syariah yang menghubungkan prinsip ibadah dengan 
kebutuhan pemberdayaan ekonomi umat. Secara konseptual, 
zakat produktif  tidak hanya memberikan bantuan konsumtif  untuk 
kehidupan sehari-hari, tetapi juga dialokasikan sebagai modal 
kerja (working capital) atau modal usaha yang memungkinkan 
mustahik untuk memulai dan mengembangkan usaha produktif. 
Dalam konteks ini, zakat produktif  memainkan peran ganda 
sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan sebagai modal 
ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan usaha mustahik, 
terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih 
memiliki keterbatasan akses modal terhadap lembaga keuangan 
konvensional (Bahri & Oktaviani, 2018).  

Sebagai modal usaha syariah, zakat produktif  berbeda 
dengan bantuan konvensional karena harus dikelola sesuai 
dengan prinsip syariah, termasuk pemberian dana tanpa riba, 
pendampingan keterampilan usaha, serta internalisasi nilai-nilai 
Islami seperti amanah dan tawazun (keseimbangan ekonomi). 
Dalam praktiknya, modal zakat produktif  sering diberikan dalam 
bentuk bantuan usaha mikro, dukungan fasilitas produksi, serta 
pelatihan kewirausahaan yang memperkuat kompetensi mustahik 
dalam mengelola usaha mereka. Hal ini sejalan dengan temuan 
empiris bahwa zakat produktif  yang disertai pendampingan dapat 
meningkatkan produktivitas usaha, memperluas jaringan pasar, 
serta memperkuat posisi ekonomi mustahik secara berkelanjutan. 

Selain itu, zakat produktif  sebagai modal usaha syariah juga 
berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat 
lokal. Ketika dana zakat produktif  diinvestasikan untuk 
mendukung usaha mustahik, efek multigenerasi dapat muncul 
melalui penciptaan lapangan kerja, perputaran modal di dalam 
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komunitas lokal, serta peningkatan pendapatan rumah tangga. 
Studi kasus menunjukkan bahwa program zakat produktif  yang 
diterapkan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS secara signifikan 
meningkatkan pendapatan mustahik dan memperbaiki struktur 
ekonomi komunitas setempat (Ashari dkk., 2023). 

Secara teoretis, peran zakat produktif  sebagai modal usaha 
juga mendapat dukungan dari kajian literatur mengenai Islamic 
social finance yang menekankan pentingnya pem-berdayaan 
melalui instrumen ekonomi Islam yang produktif. Perkembangan 
riset keuangan sosial Islam mencatat bahwa integrasi zakat 
dengan prinsip kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) dan 
modal produktif  memungkinkan instrumen zakat menjadi lebih 
efektif  dalam menanggulangi kemiskinan struktural dibandingkan 
distribusi zakat yang bersifat konsumtif  semata. Hal ini 
menunjukkan arah baru kajian yang tidak hanya menekankan 
aspek filantropi, tetapi juga aspek pembangunan ekonomi 
berkelanjutan melalui modal usaha yang efektif  dan sesuai prinsip 
syariah (MaY, 2025). 

Dengan demikian, zakat produktif  berperan sebagai modal 
usaha syariah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan modal 
finansial mustahik, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha 
mereka melalui pelatihan, manajemen usaha, dan jaringan pasar. 
Pendekatan ini menjadikan zakat produktif  sebagai instrumen 
pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi 
mustahik dan mengurangi ke-tergantungan terhadap bantuan 
jangka pendek. Sejalan dengan prinsip maqashid syariah, 
penggunaan zakat sebagai modal usaha syariah tidak hanya 
menciptakan pertumbuhan ekonomi individu, tetapi juga 
mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi komunitas secara 
luas. 

Skema Pembiayaan Usaha Berbasis Zakat Produktif 
Skema pembiayaan usaha berbasis zakat produktif  merupakan 
mekanisme pendistribusian zakat yang dirancang untuk 
mendukung aktivitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan 
melalui pendekatan pembiayaan syariah. Berbeda dengan 
pembiayaan komersial, skema ini tidak berorientasi pada 
keuntungan finansial lembaga, melainkan pada pencapaian tujuan 
sosial-ekonomi zakat, yaitu pemberdayaan dan ke-mandirian 
mustahik. Dalam kerangka Islamic social finance, zakat produktif  
ditempatkan sebagai sumber pembiayaan inklusif  yang 
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menjembatani kelompok miskin produktif  dengan akses 
permodalan yang adil dan bebas riba.  

Secara umum, skema pembiayaan usaha berbasis zakat 
produktif  dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, 
skema hibah produktif, yaitu pemberian dana atau aset usaha 
kepada mustahik tanpa kewajiban pengembalian. Skema ini 
umumnya ditujukan bagi mustahik pemula yang belum memiliki 
kapasitas usaha memadai. Meskipun bersifat hibah, efektivitasnya 
sangat bergantung pada pendampingan usaha dan pengawasan 
berkelanjutan agar dana zakat benar-benar digunakan untuk 
aktivitas produktif. Hibah produktif  yang disertai pelatihan 
kewirausahaan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan 
pendapatan dan keberlanjutan usaha mustahik (Al-Daihani dkk., 
2025). 

Kedua, skema qard hasan, yaitu pembiayaan berbasis 
pinjaman kebajikan tanpa imbal hasil. Dalam skema ini, dana zakat 
digunakan sebagai modal usaha yang wajib dikembalikan secara 
bertahap sesuai kemampuan mustahik. Dana yang kembali 
kemudian dapat digulirkan kepada mustahik lain, sehingga 
menciptakan efek multiplikasi manfaat zakat. Studi empiris dalam 

jurnal bereputasi internasional menunjukkan bahwa qard ḥasan 
berbasis zakat mampu meningkatkan disiplin usaha, tanggung 
jawab finansial, dan keberlanjutan program pemberdayaan 
ekonomi (Aderemi & Ishak, 2023). 

Ketiga, skema pembiayaan terintegrasi dengan pen-
dampingan usaha, yang mengombinasikan modal zakat produktif  
dengan pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan penguatan 
jaringan pasar. Skema ini menempatkan lembaga zakat tidak 
hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai development 
agent yang aktif  mendampingi mustahik dalam siklus usaha. 
Kajian yang dipublikasikan oleh Emerald menunjukkan bahwa 
model pembiayaan zakat yang terintegrasi dengan kewirausahaan 
sosial memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan 
model pembiayaan tanpa pendampingan, terutama dalam 
mengurangi risiko kegagalan usaha mikro (Danlami dkk., 2023). 

Selain itu, dalam perspektif  maqashid syariah, skema 
pembiayaan usaha berbasis zakat produktif  berkontribusi 

langsung terhadap ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs, karena membantu 
mustahik membangun aset ekonomi sekaligus menjamin 
keberlangsungan hidup yang layak. Integrasi nilai-nilai etika usaha 
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Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, 
menjadikan skema ini tidak hanya efektif  secara ekonomi, tetapi 
juga selaras dengan tujuan moral syariah. Literatur kontemporer 
menegaskan bahwa ke-berhasilan skema pembiayaan zakat 
produktif  sangat ditentukan oleh kesesuaian desain program 
dengan prinsip maqashid syariah dan konteks sosial mustahik 
(Kuanova dkk., 2021). 

Dengan demikian, skema pembiayaan usaha berbasis zakat 
produktif  merupakan inovasi strategis dalam pengelolaan zakat 
modern. Skema ini memungkinkan zakat berfungsi sebagai 
instrumen pembiayaan syariah yang inklusif, ber-keadilan, dan 
berorientasi jangka panjang, sekaligus mem-perkuat integrasi 
antara zakat produktif  dan kewirausahaan Islami dalam 
membangun kemandirian ekonomi umat. 

Pola Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Mustahik 
Pendampingan dan penguatan kapasitas mustahik merupakan 
elemen kunci dalam keberhasilan integrasi zakat produktif  dan 
kewirausahaan Islami. Modal usaha yang bersumber dari zakat 
produktif  tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak 
diiringi dengan proses pembinaan yang sistematis dan 
berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi Islam, 
pendampingan dipahami sebagai proses edukatif  dan trans-
formatif  yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, 
manajerial, serta spiritual mustahik agar mampu mengelola usaha 
secara mandiri dan beretika. 

Secara konseptual, pola pendampingan mustahik dalam 
program zakat produktif  mencakup tiga dimensi utama, yaitu 
penguatan kapasitas individu, penguatan kapasitas usaha, dan 
penguatan kapasitas sosial. Penguatan kapasitas individu meliputi 
pembangunan mindset kewirausahaan Islami, kedisiplinan, 
tanggung jawab, serta motivasi kerja. Kajian internasional 
menunjukkan bahwa perubahan pola pikir (entrepreneurial 
mindset) merupakan faktor determinan keberhasilan usaha mikro 
berbasis pembiayaan sosial Islam, karena memengaruhi 
kemampuan mustahik dalam mengambil keputusan ekonomi dan 
mengelola risiko usaha. 

Pada level usaha, pendampingan difokuskan pada 
peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, seperti 
perencanaan usaha, pencatatan keuangan sederhana, pe-
ngelolaan produksi, dan strategi pemasaran. Dalam banyak 
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program zakat produktif, lemahnya literasi keuangan menjadi 
penyebab utama kegagalan usaha mustahik. Integrasi pelatihan 
manajemen usaha dan literasi keuangan dalam program zakat 
produktif  secara signifikan meningkatkan keberlanjutan usaha 
dan pendapatan mustahik (Kamal dkk., 2024). 

Selain aspek ekonomi, pola pendampingan zakat produktif  
juga menekankan penguatan nilai-nilai spiritual dan etika usaha 
Islami. Pendampingan tidak hanya mengajarkan cara memperoleh 
keuntungan, tetapi juga bagaimana menjalankan usaha secara 
halal, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan 
dengan konsep Islamic entrepreneurship, yang memandang 
aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah dan sarana mencapai 
maqashid syariah. Internalisasi nilai-nilai spiritual dalam 
pendampingan usaha zakat produktif  berkontribusi pada 
peningkatan komitmen usaha dan kepercayaan diri mustahik 
(Adiwijaya dkk., 2023). 

Lebih lanjut, pola pendampingan yang efektif  umumnya 
bersifat partisipatif  dan kontekstual, yaitu menyesuaikan metode 
pembinaan dengan karakteristik sosial, budaya, dan tingkat 
pendidikan mustahik. Pendamping tidak hanya berperan sebagai 
instruktur, tetapi juga sebagai fasilitator dan mentor usaha. 
Pendekatan berbasis komunitas (community-based mentoring) 
terbukti mampu memperkuat jejaring sosial mustahik, 
meningkatkan akses pasar, serta menciptakan ekosistem usaha 
mikro yang saling mendukung. 

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang didukung 
pembiayaan sosial Islam memiliki dampak lebih berkelanjutan 
dibandingkan pendekatan individual semata (Miah, 2019). 

Dalam kerangka maqashid syariah, pola pendampingan dan 
penguatan kapasitas mustahik berkontribusi langsung terhadap 
hifz al-mal, hifz al-aql, dan hifz al-nafs. Melalui peningkatan 
pengetahuan, keterampilan, dan stabilitas ekonomi, mustahik 
tidak hanya mampu mempertahankan usaha, tetapi juga 
meningkatkan kualitas hidup dan martabat kemanusiaannya. Oleh 
karena itu, pendampingan harus diposisikan sebagai bagian 
integral dari skema zakat produktif, bukan sebagai pelengkap 
semata. 

Dengan demikian, pola pendampingan dan penguatan 
kapasitas mustahik merupakan fondasi utama dalam me-wujudkan 
transformasi mustahik menjadi pelaku usaha yang mandiri, 
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berdaya saing, dan berakhlak Islami. Keberhasilan program zakat 
produktif  sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga zakat 
mampu merancang sistem pendampingan yang terstruktur, 
berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip syariah serta kebutuhan 
riil mustahik. 

Transformasi Mustahik menjadi Muzakki 
Transformasi mustahik menjadi muzakki merupakan salah satu 
outcome tertinggi dari program zakat produktif  berbasis 
kewirausahaan Islami. Secara ideal, pemberdayaan ekonomi 
melalui zakat produktif  tidak hanya mendorong mustahik untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dasar, tetapi juga meningkatkan 
kapasitas usaha mereka hingga mencapai tingkat ekonomi yang 
stabil, mandiri, dan akhirnya memiliki kemampuan finansial untuk 
menunaikan zakat sendiri. Dalam paradigma ini, zakat produktif  
menjadi instrumen transformatif  yang mengurangi 
ketergantungan pada bantuan dan mengubah penerima zakat 
menjadi pemberi zakat (muzakki), sehingga menciptakan siklus 
keberdayaan yang berkelanjutan dan memperluas dampak sosial 
ekonomi zakat (Purnamasari dkk., 2022). 

Program zakat produktif  secara signifikan mampu 
meningkatkan pendapatan dan kapasitas usaha mustahik 
sehingga sebagian dari mereka dapat memenuhi nisab zakat 
batas minimal kekayaan yang mewajibkan seseorang mem-bayar 
zakat dan bersiap menjadi muzakki baru. Kajian kasus di BAZNAS 
Bogor menunjukkan bahwa pemberian modal usaha produktif  
disertai pendampingan usaha mampu mendorong sebagian 
mustahik keluar dari status penerima bantuan dan berkembang 
menuju status ekonomi yang lebih mandiri, bahkan mencapai 
tahap di mana mereka mampu memberikan zakat kepada pihak 
lain. 

Konsep transformasi penerima bantuan menjadi pemberi 
kontribusi ekonomi juga telah dibahas sebagai indikator utama 
keberhasilan instrumen keuangan Islam yang bersifat inklusif  dan 
berkelanjutan. Sebuah tinjauan literatur oleh Siregar (2025) 
menunjukkan bahwa produktivitas zakat ketika diintegrasikan 
dengan pelatihan kewirausahaan, akses pasar, dan pen-
dampingan berkelanjutan mampu mendorong perubahan peran 
mustahik dari sekadar penerima bantuan menjadi kontributor aktif  
dalam sistem zakat melalui pemenuhan kewajiban zakat mereka 
sendiri. Pendekatan semacam ini mencerminkan evolusi zakat dari 
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instrumen filantropi tradisional menjadi alat pemberdayaan 
ekonomi yang strategis sesuai dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan. 

Namun, transformasi mustahik menjadi muzakki tidak 
terjadi secara otomatis hanya karena pemberian modal usaha. 
Faktor pendampingan yang intensif, pendidikan ke-wirausahaan, 
akses modal yang berkelanjutan, serta dukungan jaringan 
pemasaran merupakan prasyarat penting agar usaha mustahik 
dapat mencapai kapasitas ekonomi yang signifikan. Hal ini 
menjadikan pentingnya tata kelola zakat yang transparan dan 
akuntabel karena hal ini menciptakan kepercayaan mustahik untuk 
terus berkembang dan akhirnya berkontribusi kembali sebagai 
muzakki. Dengan demikian, transformasi ini dapat dilihat sebagai 
indikator bahwa program zakat produktif  telah berhasil menjawab 
tantangan kemiskinan struktural dan memberikan kontribusi nyata 
pada pembangunan ekonomi umat Islam secara berkelanjutan 
(Chotib dkk., 2023). 

Simulasi Perancangan Program 
Bagian simulasi perancangan program ini bertujuan melatih 
mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep integrasi zakat 
produktif  dan kewirausahaan Islami secara praktis. Mahasiswa 
diarahkan untuk menyusun rancangan program zakat produktif  
berbasis kewirausahaan yang realistis, berkelanjutan, dan sesuai 
dengan prinsip syariah serta maqashid syariah. 

Dalam simulasi ini, mahasiswa berperan sebagai tim 
perancang program pada lembaga pengelola zakat 
(LAZ/BAZNAS) yang bertugas merancang program pem-
berdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif. Rancangan 
program harus mencerminkan integrasi antara aspek pembiayaan, 
pendampingan usaha, etika bisnis Islami, dan target transformasi 
mustahik menjadi muzakki. 

Langkah-Langkah Simulasi 
a. Identifikasi Masalah dan Profil Mustahik 

Mahasiswa diminta mengidentifikasi permasalahan ekonomi 
yang dihadapi mustahik (misalnya keterbatasan modal, 
rendahnya keterampilan usaha, atau akses pasar yang sempit) 
serta menentukan profil mustahik sasaran (jenis usaha, latar 
belakang sosial, dan potensi ekonomi). 
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b. Penentuan Skema Zakat Produktif 
Mahasiswa menentukan bentuk zakat produktif  yang 
digunakan, seperti modal usaha bergulir tanpa bunga, bantuan 
alat produksi, modal berbasis akad syariah (hibah produktif, 
qardhul hasan, atau hybrid model) 

c. Perancangan Pola Pendampingan Usaha 
Rancangan harus mencakup program pendampingan, seperti, 
Pelatihan kewirausahaan Islami, Pendampingan manajemen 
keuangan syariah, Pembinaan etika bisnis Islami, Akses 
jaringan pemasaran dan kemitraan 

d. Indikator Keberhasilan Program 
Mahasiswa menetapkan indikator keberhasilan, antara lain, 
peningkatan pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha, 
kemandirian ekonomi, potensi transformasi mustahik menjadi 
muzakki 

e. Kesesuaian dengan Maqashid Syariah dan SDGs 
Setiap rancangan program harus menunjukkan keterkaitannya 
dengan maqashid syariah (hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-
din) serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan 
berkelanjutan (khususnya pengentasan kemiskinan dan 
penciptaan pekerjaan layak). 

Tugas Proyek Mini 
Deskripsi Tugas 
Mahasiswa diminta menyusun proposal mini program zakat 
produktif  berbasis kewirausahaan Islami secara berkelompok atau 
individu, dengan panjang 5–7 halaman. 
Melalui tugas proyek mini ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
a. Mengintegrasikan teori dan praktik zakat produktif 
b. Mengembangkan pola pikir kewirausahaan Islami yang aplikatif 
c. Merancang program pemberdayaan ekonomi umat yang 

berorientasi keberlanjutan 
d. Memahami peran strategis zakat produktif  dalam transformasi 

mustahik menjadi pelaku ekonomi mandiri. 
Cakupan proposal proyek mini sekurang-kurangnya memuat 
komponen berikut: 
a. Judul Program 

Judul harus mencerminkan fokus pemberdayaan zakat 
produktif  dan kewirausahaan Islami. 
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b. Latar Belakang Program 
Menjelaskan permasalahan ekonomi mustahik dan urgensi 
penerapan zakat produktif  berbasis kewirausahaan Islami. 

c. Tujuan Program 
Merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 
termasuk target transformasi mustahik menuju kemandirian 
ekonomi. 

d. Desain Program Zakat Produktif 
Menjelaskan skema pembiayaan zakat produktif, jenis usaha 
yang dikembangkan, serta akad syariah yang digunakan. 

e. Pola Pendampingan dan Penguatan Kapasitas 
Menguraikan bentuk pelatihan, pendampingan, dan 
pembinaan etika usaha Islami. 

f. Indikator Keberhasilan dan Dampak Program 
Menjelaskan indikator keberhasilan ekonomi, sosial, dan 
spiritual. 

g. Kesesuaian dengan Maqashid Syariah 
Menjelaskan bagaimana program mendukung tujuan maqashid 
syariah dan keberlanjutan ekonomi umat. 
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BAB V 
IMPLEMENTASI PROGRAM DI 

LEMBAGA ZAKAT 
 
 
 
 

Peran dan Fungsi Lembaga Pengelola Zakat 
Lembaga pengelola zakat memiliki peran strategis dalam sistem 
ekonomi Islam modern, khususnya sebagai institusi yang 
menjembatani antara kewajiban keagamaan umat Islam dan tujuan 
pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Umar dkk., 
2022). Dalam konteks Islamic social finance, lembaga zakat tidak 
lagi diposisikan semata-mata sebagai pengumpul dan penyalur 
dana zakat, melainkan sebagai aktor pembangunan yang 
berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan, 
pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan sosial 
(MaY, 2025). Secara konseptual, fungsi utama lembaga pengelola 
zakat mencakup penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip syariah dan 
regulasi yang berlaku (Putra & Nurnasrina, 2020). Pengelolaan 
zakat yang profesional dan akuntabel menjadi prasyarat penting 
untuk memastikan kepercayaan muzaki serta efektivitas program 
pemberdayaan mustahik (Muneeza & Mustapha, 2021). Kualitas 
tata kelola (good zakat governance) berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja lembaga zakat dan keberhasilan program zakat 
produktif  (Zakiy dkk., 2025). 

Dalam implementasi program zakat produktif, lembaga 
zakat berfungsi sebagai intermediary institution yang 
mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara 
simultan (Wulandari dkk., 2025). Lembaga zakat tidak hanya 
menyalurkan dana, tetapi juga merancang skema pembiayaan 
usaha syariah, menyediakan pendampingan kewirausahaan, serta 
memastikan bahwa aktivitas ekonomi mustahik berjalan sesuai 
dengan nilai-nilai Islam (Firmansyah dkk., 2024). Peran ini 
memperkuat posisi lembaga zakat sebagai katalis transformasi 
mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha produktif. 
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Selain fungsi ekonomi, lembaga pengelola zakat juga menjalankan 
fungsi sosial dan edukatif  melalui peningkatan literasi zakat, 
kewirausahaan Islami, dan keuangan syariah di kalangan mustahik 
(Maisyarah & Hamzah, 2024). Literasi yang baik terbukti 
meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, 
mengurangi risiko kegagalan, serta memperkuat keberlanjutan 
program zakat produktif  Dengan demikian, lembaga zakat 
berperan sebagai agen pembelajaran sosial (social learning agent) 
dalam ekosistem pemberdayaan ekonomi umat. 

Dari perspektif  maqashid syariah, lembaga pengelola zakat 
bertanggung jawab memastikan bahwa implementasi program 
zakat berkontribusi terhadap perlindungan harta (hifz al-māl), jiwa 
(hifz al-nafs), dan agama (hifz al-din) mustahik secara terpadu. 
Program zakat produktif  yang dirancang dengan pendekatan 
maqashid syariah cenderung menghasilkan dampak kesejahteraan 
yang lebih berkelanjutan dibandingkan program berbasis bantuan 
konsumtif  semata (Mawardi dkk., 2023). Lebih lanjut, lembaga 
pengelola zakat juga berperan dalam membangun kolaborasi 
dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, 
lembaga keuangan syariah, sektor swasta, dan komunitas lokal 
(Kuanova dkk., 2021). Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat 
kapasitas kelembagaan zakat dan memperluas dampak program 
pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Oleh karena itu, 
efektivitas implementasi program zakat produktif  sangat 
ditentukan oleh kemampuan lembaga zakat dalam menjalankan 
fungsi manajerial, sosial, dan spiritual secara terintegrasi. 

Tata Kelola Program Zakat Produktif 
Tata kelola program zakat produktif  merupakan fondasi utama 
dalam menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan 
pengelolaan zakat dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat 
(Ma & Sukmana, 2025). Dalam kerangka ekonomi Islam modern, 
tata kelola zakat tidak hanya dipahami sebagai pengaturan 
administratif, tetapi sebagai sistem manajerial yang 
mengintegrasikan prinsip syariah, tata kelola organisasi, dan 
tujuan pembangunan sosial (Rosman dkk., 2022). 

Secara konseptual, tata kelola program zakat produktif  
mencakup seperangkat mekanisme yang mengatur proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 
pendayagunaan zakat secara produktif  Tata kelola yang baik 
(good zakat governance) menuntut adanya kejelasan peran 
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lembaga zakat, transparansi dalam pengelolaan dana, serta 
kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku 
(Wahyuni-TD dkk., 2021). Kelemahan tata kelola sering menjadi 
faktor utama rendahnya dampak program zakat produktif  
terhadap kesejahteraan mustahik. 

Dalam tahap perencanaan, tata kelola zakat produktif  
menuntut lembaga zakat untuk melakukan pemetaan kebutuhan 
mustahik, analisis potensi usaha, serta perancangan skema 
program yang sesuai dengan konteks sosial-ekonomi (Khalidin, 
2024). Perencanaan berbasis data dan partisipasi mustahik 
terbukti meningkatkan relevansi program serta mengurangi risiko 
kegagalan usaha berbasis zakat (Indriani & Novendri, 2024). Oleh 
karena itu, perencanaan program tidak dapat dilepaskan dari 
pendekatan pemberdayaan yang partisipatif  dan berorientasi 
jangka panjang. Pada tahap pelaksanaan, tata kelola zakat 
produktif  menekankan pentingnya mekanisme distribusi yang 
tepat sasaran, penggunaan akad syariah yang sesuai, serta 
pendampingan usaha yang berkelanjutan. Zakat produktif  yang 
dikelola tanpa pendampingan cenderung menghasilkan dampak 
yang terbatas dan tidak berkelanjutan (Amin & Arif, 2025). 
Dengan demikian, tata kelola program harus memastikan bahwa 
dana zakat tidak hanya disalurkan sebagai modal, tetapi juga 
diiringi dengan penguatan kapasitas kewirausahaan mustahik. 
Aspek pengawasan dan pengendalian merupakan elemen krusial 
dalam tata kelola program zakat produktif. Pengawasan dilakukan 
untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, efektivitas 
penggunaan dana, serta pencapaian tujuan program. Lembaga 
zakat yang memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang 
terstruktur cenderung lebih berhasil dalam mentransformasi 
mustahik menjadi pelaku usaha mandiri (Wathon, 2024). 
Pengawasan yang efektif  juga berperan dalam mencegah 
penyalahgunaan dana zakat dan meningkatkan kepercayaan 
publik. 

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip 
utama dalam tata kelola zakat produktif. Laporan keuangan dan 
laporan kinerja program yang terbuka dan dapat diakses publik 
terbukti meningkatkan kepercayaan muzaki serta legitimasi 
lembaga zakat (Hasibuan & Nasution, 2024). Dalam konteks ini, 
penerapan standar pelaporan dan audit syariah menjadi 
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instrumen penting dalam memperkuat tata kelola lembaga zakat 
(Nasution, 2025). 

Dari perspektif  maqashid syariah, tata kelola program zakat 
produktif  harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan yang 
berkelanjutan, khususnya dalam perlindungan harta (hifz al-mal) 
dan jiwa (hifz al-nafs) mustahik. Tata kelola yang lemah berpotensi 
menimbulkan inefisiensi dan ketidakadilan dalam distribusi zakat, 
yang bertentangan dengan tujuan utama syariah. Oleh karena itu, 
penguatan tata kelola menjadi keharusan dalam pengembangan 
zakat produktif  sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. 

Secara keseluruhan, tata kelola program zakat produktif  
menentukan keberhasilan implementasi zakat sebagai instrumen 
pemberdayaan ekonomi. Integrasi antara pe-rencanaan yang 
matang, pelaksanaan yang profesional, pengawasan yang ketat, 
serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat 
peran lembaga zakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi 
mustahik dan keadilan sosial secara berkelanjutan. 

Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Program 
Manajemen risiko merupakan komponen krusial dalam 
implementasi program zakat produktif  karena program ini 
melibatkan dana publik berbasis kepercayaan serta ber-orientasi 
pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang (Ramadhani dkk., 
2024). Dalam konteks Islamic social finance, risiko tidak hanya 
dipahami sebagai potensi kerugian finansial, tetapi juga sebagai 
kemungkinan kegagalan dalam mencapai tujuan maqashid 
syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan 
peningkatan kesejahteraan mustahik. 

Secara konseptual, manajemen risiko dalam zakat produktif  
mencakup proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan 
pengendalian risiko yang muncul dalam seluruh siklus program, 
mulai dari seleksi mustahik hingga evaluasi keberhasilan usaha. 
Risiko yang dihadapi lembaga zakat umumnya meliputi risiko 
pembiayaan, risiko moral hazard, risiko operasional, risiko tata 
kelola, serta risiko reputasi (Jaya & Muksit, 2024). Tanpa sistem 
manajemen risiko yang memadai, program zakat produktif  rentan 
mengalami ke-gagalan dan menurunkan kepercayaan muzaki. 

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama dalam zakat 
produktif  berbasis modal usaha. Banyak mustahik yang belum 
memiliki pengalaman kewirausahaan sehingga berpotensi 
mengalami kegagalan usaha (Herianingrum dkk., 2024). Tingkat 
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keberhasilan usaha mustahik meningkat secara signifikan ketika 
lembaga zakat menerapkan sistem seleksi berbasis kelayakan 
usaha dan memberikan pendampingan intensif  (Minarni dkk., 
2025). Oleh karena itu, mitigasi risiko pembiayaan harus 
dilakukan melalui analisis kelayakan usaha, pelatihan awal, serta 
monitoring berkala. 

Selain itu, risiko moral hazard juga menjadi tantangan dalam 
program zakat produktif. Moral hazard dapat muncul ketika 
mustahik menggunakan dana zakat tidak sesuai dengan tujuan 
usaha yang telah direncanakan. Untuk meminimalkan risiko ini, 
diperlukan mekanisme kontraktual berbasis akad syariah yang 
jelas, transparansi penggunaan dana, serta sistem pelaporan 
sederhana yang dapat dipahami oleh mustahik. Pendekatan 
partisipatif  dan pembinaan spiritual juga terbukti efektif  dalam 
menekan risiko moral hazard. Risiko operasional berkaitan dengan 
kapasitas internal lembaga zakat dalam mengelola program 
secara profesional. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya 
sistem informasi, serta kurangnya standar operasional prosedur 
dapat menghambat efektivitas program. Lembaga zakat yang 
menerapkan prinsip good governance dan sistem monitoring 
berbasis teknologi menunjukkan kinerja program yang lebih baik 
serta tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi (Amalia & Puspita, 
2022). 

Keberlanjutan (sustainability) program zakat produktif  tidak 
hanya ditentukan oleh keberhasilan finansial usaha mustahik, 
tetapi juga oleh transformasi sosial dan peningkatan kapasitas 
jangka panjang. Dalam perspektif  pembangunan berkelanjutan, 
zakat produktif  memiliki potensi mendukung pencapaian 
Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengentasan 
kemiskinan dan penciptaan pekerjaan layak. Namun, keberlanjutan 
tersebut mensyaratkan integrasi antara pendanaan, 
pendampingan, dan evaluasi dampak secara berkelanjutan 
(Humaida dkk., 2020). Pendekatan ber-basis maqashid syariah 
memperkuat kerangka keberlanjutan program zakat produktif. 
Program dinilai berkelanjutan apabila mampu meningkatkan 
kemandirian ekonomi mustahik, mengurangi ketergantungan 
terhadap bantuan, serta men-dorong transformasi menjadi 
muzakki. Dengan demikian, indikator keberlanjutan tidak hanya 
bersifat finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan 
spiritual. 
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Secara strategis, manajemen risiko dan keberlanjutan 
program zakat produktif  dapat diperkuat melalui beberapa 
langkah antara lain, penerapan risk assessment sebelum 
penyaluran dana, diversifikasi sektor usaha mustahik untuk 
mengurangi konsentrasi risiko, penguatan sistem monitoring dan 
evaluasi berbasis data, peningkatan kapasitas amil dalam 
manajemen risiko syariah, dan kolaborasi dengan lembaga 
keuangan mikro syariah. Strategi ini memungkinkan zakat 
produktif  dikelola secara profesional sekaligus tetap ber-
landaskan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, manajemen risiko 
bukan sekadar instrumen pengendalian, tetapi menjadi bagian 
integral dari tata kelola zakat produktif  yang berorientasi pada 
keberlanjutan. Program zakat yang mampu mengelola risiko 
secara sistematis dan terintegrasi akan lebih efektif  dalam 
menciptakan dampak ekonomi jangka panjang dan mem-perkuat 
legitimasi lembaga zakat di mata publik (Adityangga & Rafiuddin, 
2025). 

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program 
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan instrumen utama 
dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan 
program zakat produktif. Dalam konteks Islamic social finance, 
sistem monitoring dan evaluasi (M&E) tidak hanya berfungsi 
sebagai alat pengawasan administratif, tetapi juga sebagai 
mekanisme penjaga amanah (trust-based governance) antara 
lembaga zakat dan para pemangku kepentingan, khususnya 
muzaki dan mustahik (Hassan dkk., 2021). Transparansi dan 
akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam mempertahankan 
legitimasi sosial lembaga pengelola zakat (Muneeza & Mustapha, 
2021). 
a. Konsep Monitoring dalam Program Zakat Produktif 

Monitoring adalah proses pengumpulan data secara sistematis 
dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program berjalan 
sesuai dengan perencanaan (Sholikhah & Efendi, 2022). Dalam 
zakat produktif, monitoring mencakup pemantauan 
penggunaan dana, perkembangan usaha mustahik, serta 
capaian indikator kesejahteraan ekonomi. 
Monitoring yang efektif  harus berbasis indikator yang terukur, 
seperti peningkatan pendapatan usaha mustahik, stabilitas 
arus kas usaha, keberlanjutan operasional usaha, perubahan 
tingkat ketergantungan terhadap bantuan. Lembaga zakat 
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yang menerapkan monitoring berbasis indikator kuantitatif  
dan kualitatif  memiliki tingkat ke-berhasilan pemberdayaan 
yang lebih tinggi dibandingkan yang hanya melakukan 
monitoring administratif. Oleh karena itu, monitoring tidak 
boleh bersifat formalitas, melainkan harus menjadi bagian 
integral dari siklus manajemen program. Dalam perspektif  
maqashid syariah, monitoring berfungsi memastikan bahwa 
dana zakat benar-benar berkontribusi pada perlindungan harta 
(hifz al-mal) dan peningkatan kesejahteraan mustahik (Sri & 
Widagdo, 2023). Dengan demikian, monitoring memiliki 
dimensi normatif  sekaligus teknokratis. 

b. Evaluasi Program Zakat Produktif   
Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, 
efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program (Pratiwi dkk., 
2024). Evaluasi zakat produktif  dapat dilakukan dalam tiga 
tahap utama: 
a) Evaluasi proses (process evaluation), yaitu menilai 

kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana awal. 
b) Evaluasi hasil (output evaluation), yaitu mengukur capaian 

jangka pendek seperti peningkatan kapasitas usaha. 
c) Evaluasi dampak (impact evaluation), yaitu menilai 

perubahan jangka panjang seperti transformasi mustahik 
menjadi muzakki. 

Islamic social finance menekankan pentingnya evaluasi 
berbasis outcome dan impact dibandingkan sekadar pelaporan 
distribusi dana (Hassan dkk., 2021). Hal ini karena tujuan zakat 
produktif  bukan sekadar penyaluran dana, melainkan 
penciptaan kemandirian ekonomi. Pendekatan evaluasi modern 
juga mendorong integrasi indikator Sustainable Development 
Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (No Poverty) dan SDG 8 
(Decent Work and Economic Growth). Dengan demikian, 
evaluasi zakat produktif  dapat diposisikan dalam kerangka 
pembangunan global. 
Selain itu, evaluasi berbasis maqashid syariah semakin 
berkembang sebagai pendekatan alternatif  untuk mengukur 
keberhasilan program zakat. Pendekatan ini menilai tidak 
hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan spiritual 
mustahik. Hal ini akan memperkuat legitimasi syariah sekaligus 
memperluas dimensi pengukuran dampak. 
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c. Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas  
Pelaporan (reporting) merupakan wujud akuntabilitas lembaga 
zakat kepada publik. Laporan program zakat produktif  
idealnya mencakup, Laporan keuangan, Laporan distribusi 
dana, Laporan perkembangan usaha mustahik, Laporan 
dampak sosial, Laporan kepatuhan syariah (Ghofur & Suhendar, 
2021). Transparansi pelaporan meningkatkan kepercayaan 
muzaki dan mendorong peningkatan peng-himpunan dana 
zakat. Lembaga zakat yang menerapkan standar pelaporan 
berbasis good governance memiliki reputasi yang lebih kuat 
dan tingkat partisipasi publik yang lebih tinggi (Wahyuni-TD 
dkk., 2021). Dalam era digital, pelaporan juga dapat dilakukan 
melalui sistem berbasis teknologi informasi, seperti dashboard 
monitoring online dan laporan tahunan digital. Digitalisasi 
pelaporan memperkuat transparansi dan mempermudah akses 
informasi oleh para pemangku kepentingan (Reischauer dkk., 
2024). Secara normatif, pelaporan dalam zakat memiliki 
dimensi etis dan spiritual karena dana zakat merupakan 
amanah publik. Oleh sebab itu, prinsip sidq (kejujuran), amanah 

(kepercayaan), dan ʿ adl (keadilan) harus tercermin dalam sistem 
pelaporan lembaga zakat.  

d. Integrasi Monitoring, Evaluasi, dam Pelaporan 
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tidak boleh dipisahkan 
sebagai aktivitas administratif  yang terfragmentasi. Ketiganya 
harus terintegrasi dalam satu sistem manajemen program 
berbasis siklus (planning, implementation, monitoring, 
evaluation, improvement). Model ini me-mungkinkan adanya 
continuous improvement dalam pengelolaan zakat produktif. 
Lembaga zakat yang menerapkan sistem M&E terintegrasi 
menunjukkan kinerja program yang lebih stabil dan 
berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, program zakat 
produktif  tidak hanya mampu mempertanggungjawabkan 
dana yang disalurkan, tetapi juga mampu membuktikan 
dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. 
Dengan demikian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa zakat 
produktif  dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai 
dengan prinsip maqashid syariah serta standar tata kelola 
modern.  
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Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat 
Akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar utama dalam tata 
kelola lembaga pengelola zakat. Dana zakat adalah amanah publik 
yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi, sehingga 
pengelolaannya menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi 
dibandingkan organisasi nirlaba konvensional (Muneeza & 
Mustapha, 2021). Dalam konteks Islamic social finance, 
akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada masyarakat, 
tetapi juga vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk 
pertanggungjawaban moral dan spiritual (Aydin, 2021). 
a. Konsep Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat 

Akuntabilitas dalam lembaga zakat mencakup tanggung jawab 
moral, hukum, dan profesional untuk menjelaskan hasil 
pengelolaan zakat kepada muzaki, mustahik, regulator, dan 
masyarakat luas (Atmaja dkk., 2021). Lembaga zakat harus 
mampu menunjukkan bahwa dana yang diterima telah 
digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan zakat, 
seperti pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan 
penciptaan kesejahteraan secara berkelanjutan. Akuntabilitas 
zakat tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup 
akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas 
syariah. Secara konseptual, akuntabilitas zakat dapat 
diklasifikasikan ke dalam empat dimensi utama antara lain, 
akuntabilitas finansial, yaitu kewajiban menyusun laporan 
keuangan yang akurat, transparan, dan dapat diaudit secara 
independen; akuntabilitas program, yaitu keterbukaan 
mengenai implementasi dan capaian program zakat produktif, 
termasuk evaluasi dampaknya terhadap pe-ningkatan 
pendapatan dan kemandirian mustahik; akuntabilitas proses, 
yaitu kepatuhan terhadap prosedur operasional dan standar 
tata kelola yang telah ditetapkan; akuntabilitas syariah, yaitu 
kepastian bahwa seluruh aktivitas pengelolaan zakat sesuai 
dengan ketentuan fiqh zakat dan diawasi oleh Dewan 
Pengawas Syariah (Kunhibava dkk., 2024). Akuntabilitas 
finansial meng-haruskan penyusunan laporan keuangan yang 
benar dan dapat diaudit, sementara akuntabilitas program 
menuntut keterbukaan tentang apa saja yang dicapai oleh 
program zakat produktif, termasuk evaluasi dampaknya 
terhadap mustahik (Ansori & Violita, 2025). Oleh karena itu, 
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akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan, 
tetapi juga mencakup akuntabilitas kinerja dan dampak sosial.  

b. Peran Transparansi dalam Membangun Kepercayaan 
Transparansi merupakan aspek penting untuk memperkuat 
kepercayaan muzaki dan pemangku kepentingan lainnya 
terhadap lembaga zakat. Artinya, lembaga zakat harus 
menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses 
publik, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan program, 
serta evaluasi capaian kegiatan. 
Digitalisasi pelaporan, misalnya melalui dashboard 
transparansi zakat, laporan tahunan yang dipublikasikan di 
website, atau publikasi berbasis open data telah terbukti 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat karena 
muzaki merasa yakin bahwa kontribusinya dikelola secara 
profesional dan sesuai syariah. Transparansi juga mendorong 
lembaga zakat lebih efisien dalam merancang strategi 
penghimpunan dan pendayagunaan. 
Selain itu, transparansi juga berperan dalam menciptakan 
hubungan yang lebih partisipatif  antara lembaga zakat dan 
para pemangku kepentingan. Ketika informasi mengenai 
penghimpunan dan penyaluran dana disampaikan secara 
terbuka dan berkala, muzaki tidak hanya menjadi penyumbang 
dana, tetapi juga merasa menjadi bagian dari proses 
pemberdayaan mustahik. Keterbukaan ini me-mungkinkan 
adanya umpan balik (feedback) dari masyarakat, yang dapat 
digunakan untuk memperbaiki desain program dan 
meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, transparansi 
bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga sarana komunikasi 
strategis yang memperkuat legitimasi, reputasi, dan 
keberlanjutan lembaga zakat dalam jangka panjang. 

c. Dampak Positif  Akuntabilitas dan Transparansi 
Akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak signifikan 
terhadap keberhasilan lembaga zakat dalam jangka panjang. 
Pertama, kedua prinsip ini meningkatkan ke-percayaan publik 
yang berdampak pada peningkatan penghimpunan zakat. 
Muzaki umumnya lebih nyaman menunaikan zakat ketika ada 
bukti nyata bahwa dana mereka dikelola secara baik dan 
bertanggung jawab (Napitupulu dkk., 2024). Kedua, 
transparansi juga mendorong efisiensi operasional karena 
lembaga zakat perlu memetakan biaya, target pencapaian, 
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serta evaluasi kinerja secara terbuka. Ketiga, akuntabilitas 
memudahkan dalam penilaian dampak program zakat 
produktif, sehingga lembaga dapat mengidentifikasi apa yang 
berhasil dan perlu diperbaiki untuk keberlanjutan program. 
Secara keseluruhan, akuntabilitas dan transparansi bukan 
sekadar kewajiban administratif, tetapi juga langkah strategis 
untuk mempertahankan legitimasi, memperkuat tata kelola 
zakat, serta memastikan bahwa dana zakat produktif  benar-
benar memberikan kemaslahatan yang maksimal. 
Selain dampak tersebut, penerapan akuntabilitas dan 
transparansi secara konsisten juga berkontribusi pada 
penguatan budaya organisasi yang profesional dan 
berorientasi pada kinerja. Ketika seluruh proses kerja 
terdokumentasi dengan baik dan dapat di-
pertanggungjawabkan, lembaga zakat terdorong untuk bekerja 
lebih sistematis, terukur, dan berbasis data. Hal ini membantu 
manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang lebih 
tepat, seperti penentuan prioritas program, alokasi anggaran, 
serta pengembangan inovasi pendayagunaan zakat. Dalam 
jangka panjang, budaya kerja yang transparan dan akuntabel 
akan meningkatkan daya saing lembaga zakat, memperluas 
jejaring kemitraan, serta memperkuat posisi lembaga sebagai 
institusi keuangan sosial Islam yang terpercaya dan 
berkelanjutan. 

Studi Kasus BAZNAS/LAZ 
Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk 
mengelola zakat secara nasional, BAZNAS memiliki tanggung 
jawab besar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan dana umat. Dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS 
mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital melalui 
publikasi laporan keuangan tahunan, laporan kinerja program, 
serta audit independen yang dapat diakses publik melalui website 
resmi. Selain itu, BAZNAS juga menerapkan standar akuntansi 
zakat yang mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, 
Infak, dan Sedekah, serta menjalani audit syariah untuk 
memastikan kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip 
syariah. Sebagai contoh, dalam program zakat produktif  seperti 
Zakat Community Development (ZCD), BAZNAS tidak hanya 
melaporkan jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga 
memaparkan indikator dampak seperti peningkatan pendapatan 
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mustahik, kemandirian usaha, dan perubahan status dari mustahik 
menjadi muzaki. Publikasi laporan tahunan yang memuat capaian 
penghimpunan dan pendayagunaan zakat menjadi instrumen 
penting dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi ini 
berdampak pada peningkatan partisipasi muzaki karena mereka 
memperoleh kepastian bahwa dana yang ditunaikan dikelola 
secara profesional, akuntabel, dan memberikan dampak sosial 
yang terukur. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti 
pemerataan kualitas pelaporan di tingkat daerah, konsistensi 
pengukuran dampak program, serta peningkatan literasi publik 
dalam membaca laporan keuangan zakat. Oleh karena itu, 
penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital serta 
integrasi data nasional menjadi agenda strategis dalam 
memperkuat tata kelola zakat yang berkelanjutan. 

Latihan Analisis 
1. Identifikasi bentuk-bentuk akuntabilitas yang telah diterapkan 

oleh BAZNAS dalam studi kasus di atas. Jelaskan bagaimana 
mekanisme tersebut bekerja. 

2. Mengapa transparansi laporan keuangan dan laporan program 
dapat meningkatkan kepercayaan muzaki? Jelaskan hubungan 
kausalnya. 

3. Analisis tantangan utama dalam menjaga konsistensi 
akuntabilitas di tingkat pusat dan daerah. Berikan solusi 
strategis. 

4. Bagaimana peran digitalisasi dalam memperkuat transparansi 
pengelolaan zakat? Jelaskan dengan pendekatan tata kelola 
modern (good governance). 

5. Jika Anda menjadi pengelola lembaga zakat, inovasi apa yang 
akan Anda tambahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi agar lebih berdampak pada peningkatan 
penghimpunan zakat? 
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